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Uraian

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
LAPORAN ARUS KAS

Halaman: 1

BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2010  ( SAP )

2013 2012

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Masuk 745.302.812.511,84 651.381.504.034,94

22.069.529.710,50Pajak Daerah 11.043.396.183,00

7.905.025.746,40Retribusi daerah 6.750.577.625,00

3.937.071.653,32Hasii Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.853.010.557,29

34.541.685.305,84Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.806.326.535,29

20.722.384.958,00Dana Bagi Hasil Pajak 27.047.873.987,00

789.322.117,00Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 343.986.219,00

450.919.726.000,00Dana Alokasi Umum 396.762.339.000,00

45.403.270.000,00Dana Alokasi Khusus 40.170.350.000,00

70.517.727.000,00Dana Penyesuaian 51.680.144.000,00

86.699.592.888,78Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi 79.964.812.535,16

1.797.477.132,00Pendapatan Lainnya 8.958.687.393,20

Jumlah 745.302.812.511,84 651.381.504.034,94

Arus Kas Keluar 575.974.977.503,05 530.109.285.650,62

386.346.817.723,00Belanja Pegawai 363.957.261.515,00

111.791.644.014,25Belanja Barang dan Jasa 107.264.780.137,90

24.553.457.420,00Belanja Hibah 23.593.700.000,00

8.035.027.172,00Belanja Bantuan Sosial 60.000.000,00

19.622.420,86Belanja Tidak Terduga 86.027.750,00

7.667.195.554,07Belanja Bagi Hasil Pajak 7.888.318.627,82

861.092.485,00Belanja Bagi Hasil Retribusi 0,00

36.700.120.713,87Belanja Bagi Hasil Lainnya 27.259.197.619,90

Jumlah 575.974.977.503,05 530.109.285.650,62

169.327.835.008,79 121.272.218.384,32Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET
NONKEUANGAN

Arus Kas Masuk 32.170.000,00 16.800.000,00



Uraian

Halaman: 2

2013 2012

32.170.000,00Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.800.000,00

Jumlah 32.170.000,00 16.800.000,00

Arus Kas Keluar 142.563.466.026,00 134.613.774.034,00

200.950.000,00Belanja Tanah 1.120.000.000,00

17.119.103.837,00Belanja Peralatan dan Mesin 27.742.624.707,00

60.577.516.099,00Belanja Gedung dan Bangunan 48.166.187.600,00

61.685.539.200,00Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 49.610.753.373,00

2.611.586.890,00Belanja Aset Tetap Lainnya 7.470.462.354,00

368.770.000,00Belanja Aset Lainnya 503.746.000,00

Jumlah 142.563.466.026,00 134.613.774.034,00

(    142.531.296.026,00) (    134.596.974.034,00)Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas Masuk 5.403.457.825,00 5.304.805.700,00

5.200.000.000,00Penerimaan Dana Talangan 5.000.000.000,00

203.457.825,00Dana Bergulir 304.805.700,00

Jumlah 5.403.457.825,00 5.304.805.700,00

Arus Kas Keluar 8.400.000.000,00 8.200.000.000,00

3.200.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.200.000.000,00

5.200.000.000,00Pengeluaran Dana Talangan 5.000.000.000,00

Jumlah 8.400.000.000,00 8.200.000.000,00

(      2.996.542.175,00) (      2.895.194.300,00)Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

Arus Kas Masuk 58.919.231.781,00 56.272.666.102,00

58.919.231.781,00Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 56.272.666.102,00

Jumlah 58.919.231.781,00 56.272.666.102,00

Arus Kas Keluar 58.919.231.781,00 56.272.666.102,00

58.919.231.781,00Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 56.272.666.102,00

Jumlah 58.919.231.781,00 56.272.666.102,00

0,00 0,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 23.799.996.807,79 (     16.219.949.949,68)

Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah 61.067.225.381,99 77.283.939.331,67
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Halaman: 3

2013 2012

Saldo Akhir Kas : di BUD / Kas Daerah 84.863.986.189,78 61.067.225.381,99

79.733.495.799,70Kas Daerah Di BUD 58.872.048.048,94

1.289.881.069,11Kas di BLUD Puskesmas 879.436.692,17

2.631.606.164,95Kas BLUD RSU Negara 310.195.309,86

1.209.003.156,02Kas di Pengelolaan Dana Bergulir 1.005.545.331,02

Saldo Akhir Kas 84.863.986.189,78 61.067.225.381,99

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

BUPATI JEMBRANA,



 
 

CALK 2013
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan daerah 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. 

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan 

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. 

B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan daerah 

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila; 

2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945; 

3. Landasan Operasional: 

a. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas 

dari KKN; 

b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 1655); 

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3851); 

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4400); 

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115; Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4844); 

h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4438); 

i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340);   

l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4855); 

q. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
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dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

r. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

s. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

t. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

u. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007  tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

serta Penyampaiannya; 

z. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24). 

 

C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan daerah 

Dalam Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2013 terdiri dari: 

Bab I  : Pendahuluan  

  A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 

  B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 

  C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah 
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Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 

APBD 

  A. Ekonomi Makro 

  B. Kebijakan Keuangan 

  C. Indikator Pencapaian target kinerja APBD 

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah 

  A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah 

  B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang 

ditetapkan 

Bab IV : Kebijakan Akuntansi 

  A. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 

  B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 

daerah 

  C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan daerah 

  D  Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam SAP 

Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Daerah 

  A. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 

daerah 

  B. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan 

belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk 

entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual 

Bab VI : Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan 

Bab VII : Penutup 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET 

KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

 

A. Ekonomi Makro 

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu indikator 

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari posisi PDRB (Pendapatan Domestik 

Regional Bruto). PDRB dapat dilihat dari dua sisi yaitu; PDRB atas dasar harga 

konstan yang perhitungannya dari jumlah produk yang dihasilkan setiap tahun dan 

dikalikan dengan harga tahun dasar. Dari sisi lain, besarnya PDRB atas dasar harga 

yang berlaku adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh masyarakat setiap tahun 

dikalikan dengan perubahan harga setiap tahun. 

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga 

konstan, dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan disuatu daerah, 

secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di 

suatu daerah. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana sebesar 

4,57% pada Tahun 2011 sebesar 5,61% kemudian Tahun 2012 mencapai 5,90%. 

PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi 

data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita 

Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2011 menunjukkan kecenderungan meningkat. 

Tahun 2011 PDRB per kapita Kabupaten Jembrana baru mencapai Rp14.739.912,09 

meningkat menjadi Rp16.431.107,89 pada Tahun 2012. 

Kondisi obyektif itu menandakan bahwa kontribusi sektor ekonomi makro terhadap 

PDRB berfluktuasi. Pada tahun 2012 kontribusi sektor primer 24,51%, sektor 

sekunder 16,21% dan sektor tersier sebesar 59,27% terhadap PDRB Kabupaten 

Jembrana.  

Selanjutnya bila dilihat dari aspek investasi, realisasi penanaman modal di Kabupaten 

Jembrana dari tahun 2008 sampai dengan 2012 bernilai Rp18.042.638.507.000,00 

yang berasal dari sumber: APBD Jembrana (2%), Alokasi APBD Propinsi Bali 

(0,007%), Alokasi APBN (1%), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 

Penanaman Modal Asing (PMA) sekitar 1 %, Lembaga Keuangan (88%), UMKM 

sektor industri, Perdagangan dan Koperasi (7%), Sektor pertanian yang dilakukan 

masyarakat (21%).  

 

B. Kebijakan Keuangan 

Memperhatikan perkembangan dan kondisi daerah serta aspirasi masyarakat, 

Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mencanangkan visi dan misi yang menjadi 

arahan dalam pelaksanaan roda pemerintahannya.  

Visi merupakan sasaran yang ingin dicapai Kabupaten Jembrana yang disesuaikan 

dengan sasaran pembangunan nasional dan misi merupakan penjabaran dari visi.  

Adapaun visi Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 adalah “Terwujudnya 

Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan 

Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, 

Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. 

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 ditetapkan   5 (lima) 

misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan 

pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 
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2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan 

pemberdayaan masyarakat.  

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar 

lainnya. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan. 

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. 

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jembrana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana. Guna 

mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD dimaksud dibuatlah 

Kebijakan Umum APBD sebagai dasar untuk implementasi kebijakan keuangan 

daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 

Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada 

pokoknya memuat kebijakan publik yang ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing sebagaimana amanat 

otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam 

mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam 

menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.  

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan 

dan peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten 

Jembrana melalui pemberian ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program 

UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga 

terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang 

dimiliki untuk menambah nilai ekonomis. Pengembangan Tata Ruang dan 

Lingkungan Lestari melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta 

pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. Mewujudkan Pemeritahan 

yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur 

secara profesional serta mengajak segenap komponen masyarakat dalam 

melaksanakan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan. 

Dan Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat 

terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta 

pencegahan dan penindakan KKN. 

 

Adapun Anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 adalah 

sebesar Rp797.854.892.374,96 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 

Rp465.555.084.129,59 dan Belanja Langsung sebesar  Rp332.299.808.245,37.       

Dalam mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten 

Jembrana Tahun Anggaran 2013 dialokasikan anggarannya melalui belanja langsung 

(belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan) adalah 

sebesar Rp332.299.808.245,37, meliputi:     

1. Pelayanan Umum Rp89.538.756.285,00 yang dijabarkan dalam fungsi-fungsi 

sebagai berikut: 

a. Perencana Pembangunan Rp2.880.255.999,00;  

b. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan 

Rp74.316.256.186,00; 
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c. Ketahanan Pangan Rp8.779.464.000,00; 

d. Kearsipan Rp32.932.900,00; 

e. Komunikasi dan Informatika Rp3.125.329.700,00; 

f. Perpustakaan Rp404.517.500,00. 

   

2. Ketertiban dan Ketentraman Rp1.566.026.300,00  yang dijabarkan dalam fungsi-

fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  Rp1.566.026.300,00. 

  

3. Ekonomi Rp26.364.091.048,00 yang dijabarkan dalam fungsi-fungsi sebagai 

berikut : 

a. Perhubungan Rp3.279.209.900,00; 

b. Ketenagakerjaan Rp1.554.274.500,00;  

c. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp1.378.359.966,00; 

d. Penanaman Modal Rp263.259.496,00; 

e. Pemberdayaan masyarakat Desa Rp1.999.888.800,00; 

f. Kehutanan Rp1.578.086.800,00; 

g. Energi dan Sumberdaya Mineral Rp59.264.200,00; 

h. Kelautan dan Perikanan Rp4.684.605.592,00; 

i. Perdagangan Rp11.069.965.994,00; 

j. Industri Rp443.695.800,00; dan 

k. Ketransmigrasian  Rp53.480.000,00. 

 

4. Lingkungan Hidup Rp13.647.567.086,00 yang dijabarkan dalam fungsi-fungsi: 

a. Penataan ruang Rp961.939.800,00; 

b. Lingkungan Hidup Rp10.403.493.486,00; 

c. Pertanahan Rp246.167.000,00;dan 

d. Pertanian Rp2.035.966.800,00. 

 

5. Perumahan dan fasilitas umum Rp73.850.947.288,81 yang dijabarkan dalam 

fungsi fungsi; 

a. Pekerjaan Umum Rp70.746.030.288,81; 

b. Perumahan Rp3.104.917.000,00. 

 

6. Kesehatan sebesar Rp60.677.845.700,56 yang dijabarkan dalam fungsi-fungsi: 

a. Kesehatan sebesar Rp59.603.951.700,56; 

b. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Rp1.073.894.000,00. 

 

7. Pariwisata dan budaya Rp9.893.636.750,00 yang dijabarkan dalam fungsi – 

fungsi: 

a. Kebudayaan Rp7.841.786.750,00; 

b. Pariwisata Rp2.051.850.000,00. 

 

8. Pendidikan sebesar Rp45.310.699.237,00  yang dijabarkan dalam fungsi-fungsi: 

a. Pendidikan Rp42.995.666.237,00; 

b. Kepemudaan dan Olah raga Rp2.315.033.000,00. 

 

9. Perlindungan sosial sebesar Rp11.450.238.550,00 yang dijabarkan dalam fungsi-

fungsi: 
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a. Kependudukan dan Catatan Sipil Rp3.959.345.000,00; 

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp930.272.200,00; 

c. Sosial Rp6.560.621.350,00. 

 

C. Indikator Pencapaian target kinerja APBD 

Untuk mendukung Kebijakan Keuangan tersebut, dirumuskan indikator pencapaian 

target kinerja APBD yang sesuai dengan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten 

Jembrana tahun anggaran 2013 seperti berikut ini. 

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana melalui 

peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan. 

2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pemberian ruang 

yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non 

formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan 

kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai 

ekonomis. 

3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kualitas 

dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri 

Hita Karana. 

4. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan 

kualitas Sumber Daya Aparatur secara profesional serta mengajak segenap 

komponen masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap penyelenggara 

pemerintahan. 

5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat 

terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta 

pencegahan dan penindakan KKN. 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH 

 

A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah 

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum 

APBD Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun anggaran 2013, ikhtisar realisasi 

pencapaian target kinerja keuangan daerah adalah mencapai sebesar 

Rp302.503.439.127,25  atau 91,03%  dari anggaran belanja langsung yang disediakan 

sebesar Rp332.299.808.245,37 

Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja keuangan berdasarkan urusan 

pemerintahan daerah, fungsi dan organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan Umum  

Realisasi pencapaian kinerja keuangan untuk pelayanan Umum adalah sebesar 

Rp81.514.396.648,00atau 91,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp89.538.756.285,00. 

Pelayanan Umum meliputi: 

(a) Perencanaan Pembangunan realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah 

sebesar Rp2.380.127.090,00 atau 82,64% dari anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp2.880.255.999,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melaksanakan fungsi 

Perencanaan Pembangunan yaitu: 

1) Badan Perencanaan Pembagunan Daerah dan Penanaman Modal 

realisasi sebesar Rp2.380.127.090,00 atau 82,64%  dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp2.880.255.999,00 

(b) Otonomi Daerah 

Dalam bidang Otonomi Daerah realisasi pencapaian kinerja keuangan 

adalah sebesar Rp67.332.271.900,00 atau 90,60% dari anggaran ditetapkan 

sebesar Rp74.316.256.186,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang melaksanakan fungsi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan 

Administrai Keuangan meliputi; 

1) Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar Rp34.469.984.523,00 atau 

88,46%  dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp38.968.406.958,00; 

2) Sekretariat DPRD dengan realisasi sebesar Rp15.901.232.263,00 atau 

94,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.861.468.550,00; 

3) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp3.785.566.793,00 atau 87,47% 

dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.327.799.485,00; 

4) Dinas Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp5.030.168.906,00 atau 

91,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.517.717.100,00 

5) Inspektorat dengan realisasi sebesar Rp1.918.753.383,00 atau 92,18%  

dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.081.434.910,00; 

6) Kecamatan Negara dengan realisasi sebesar Rp534.539.546,00 atau 

96,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp552.326.500,00; 

7) Kecamatan Melaya dengan realisasi sebesar Rp540.400.148,00 atau 

96,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp559.800.300,00; 

8) Kecamatan Mendoyo dengan realisasi sebesar Rp584.627.097,00 atau 

97,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp599.294.600,00; 

9) Kecamatan Pekutatan dengan realisasi sebesar Rp498.890.952,00 atau 

95,61%  dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp521.777.000,00; 
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10) Kecamatan Jembrana dengan realisasi sebesar Rp519.401.817,00 atau 

97,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp535.033.200,00; 

11) Kelurahan Loloan Barat dengan realisasi sebesar Rp106.739.362,00 

atau 91,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp116.200.000,00; 

12) Kelurahan Loloan Timur dengan realisasi sebesar Rp98.938.185,00 

atau 83,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp118.869.527,00; 

13) Kelurahan Pendem dengan realisasi sebesar Rp130.504.283,00 atau 

96,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp135.741.400,00; 

14) Kelurahan Banjar Tengah dengan realisasi sebesar Rp126.563.705,00 

atau 93,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp135.945.000,00; 

15) Kelurahan Dauh Waru dengan realisasi sebesar Rp146.643.527,00 

atau 80,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp181.780.000,00; 

16) Kelurahan Sangkaragung dengan realisasi sebesar Rp121.323.670,00 

atau 87,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp138.658.910,00; 

17) Kelurahan Gilimanuk dengan realisasi sebesar Rp150.024.140 atau 

93,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp160.560.000,00; 

18) Kelurahan Lelateng dengan realisasi sebesar Rp103.759.286,00 atau 

79,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp130.511.646,00; 

19) Kelurahan Baler Bale Agung dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp125.517.600,00 atau 93,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp134.780.000,00; 

20) Kelurahan Tegal Cangkring dengan realisasi sebesar 

Rp121.306.743,00 atau 89,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp134.912.000,00 

21) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan realisasi sebesar  

Rp739.127.803,00 atau sebesar 93,80% dari anggaran  yang 

ditetapkan sebesar Rp787.965.600,00; 

22) Satuan Polisi pamong praja dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp1.568.258.159,00 atau 97,09% dari anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp1.615.273.500,00 

 

(c) Ketahanan Pangan 

Dalam bidang Ketahanan Pangan realisasi pencapaian kinerja keuangan 

adalah sebesar Rp8.494.745.840,00 atau 96,76% dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp8.779.464.000,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi Ketahanan Pangan meliputi; 

1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan 

realisasi sebesar Rp426.916.000,00 atau 99,47% dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp429.170.000,00; 

2) Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan dengan realisasi sebesar 

Rp8.067.829.840,00 atau 96,62% dari anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp8.350.294.000,00.  
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(d) Kearsipan 

Dalam bidang kearsipan realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah 

sebesar Rp30.423.778,00 atau 92,38%  dari anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp32.932.900,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi Kearsipan adalah Kantor Perpustakaan Arsip dan 

Dokumen dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp30.423.778,00 

atau 92,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.932.900,00. 

 

(e) Komunikasi dan Informatika 

Dalam bidang komunikasi realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah 

sebesar Rp2.944.471.750,00 atau 94,21% dari anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp3.125.329.700,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika meliputi; 

1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan realisasi 

Rp1.644.794.550,00 atau 94,73% dari anggaran  yang ditetapkan 

sebesar Rp1.736.376.200,00; 

2) Sekretariat daerah dengan realisasi sebesar Rp1.299.677.200,00 atau 

93,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.388.953.500,00 

 

(f) Perpustakaan 

Dalam bidang perpusatakaan realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah 

sebesar Rp342.356.290,00 atau 84,63% dari anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp404.517.500,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 

Rp342.356.290,00 atau 84,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp404.517.500,00 

 

2. Ketertiban dan Ketentraman 

Realisasi pencapaian kinerja keuangan untuk Ketertiban dan Keamanan adalah 

sebesar Rp1.314.162.027,00 atau 83,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp1.566.026.300,00. Fungsi ketertiban dan ketentraman dijabarkan dalam fungsi 

Kesatuan Bangsa politik dalam Negeri. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi; 

(a) Kantor Kesatuan bangsa dan politik dalam Negeri dengan realisasi 

Rp1.162.286.895,00 atau 90,65% dari anggaran  yang ditetapkan sebesar 

Rp1.282.226.300,00; 

(b) Satuan Polisi Pamong Praja dengan realisasi sebesar Rp151.875.132,00 atau 

53,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp283.800.000,00 

 

3. Ekonomi 

Realisasi pencapaian kinerja keuangan untuk Ekonomi adalah sebesar 

Rp25.165.007.463,00 atau 95,45%  dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp26.364.091.048,00. 

 

 

 

 



20 

 

Ekonomi meliputi: 

(a) Perhubungan 

Dalam bidang Perhubungan realisasi kinerja keuangan adalah mencapai 

sebesar Rp3.185.649.450,00 atau 97,15%, dari target yang ditetapkan 

sebesar Rp3.279.209.900,00.  Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang melaksanakan fungsi Perhubungan yaitu  Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika dengan realisasi sebesar Rp3.185.649.450,00 

atau 97,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.279.209.900,00. 

 

(b) Ketenaga Kerjaan 

Dalam bidang Ketenagakerjaan realisasi pencapian kinerja keuangan 

adalah sebesar Rp1.368.423.444,00 atau 88,04%, dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp1.554.274.500,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan Fungsi Ketenagakerjaan yaitu Dinas 

Kesejahteraan sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi 

sebesar Rp1.368.423.444,00 atau 88,04% dari anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp1.554.274.500,00. 

 

(c) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah realisasi pencapian 

kinerja keuangan adalah sebesar Rp1.258.696.929,00 atau 91,32%  dari 

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.378.359.966,00.  Adapun Satuan 

Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah yaitu Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi 

dengan realisasi sebesar Rp1.258.696.929,00 atau 91,32% dari anggaran 

yang ditetapkan sebesar Rp1.378.359.966,00. 

 

(d) Penanaman modal  

Dalam bidang penanaman modal realisasi pencapaian kinerja keuangan 

adalah sebesar Rp186.907.200,00 atau 71,00% dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp263.259.496,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi Penanaman Modal adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dengan realisasi 

sebesar Rp186.907.200,00 atau 71,00% dari anggaran yang ditetapkan 

Rp263.259.496,00. 

 

(e) Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa realisasi pencapaian kinerja 

keuangan adalah sebesar Rp1.979.251.150,00 atau 98,97% yang berarti 

dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.999.888.800,00. Adapun 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemberdayaan 

Masyarakat Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan 

realisasi sebesar Rp1.979.251.150,00 atau 98,97% dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp1.999.888.800,00 

 

(f) Kehutanan 

Dalam bidang Kehutanan realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar 

Rp1.553.895.250,00 atau 98,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp1.578.086.800,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
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melaksanakan fungsi Kehutanan adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Kehutanan dengan realisasi sebesar Rp1.553.895.250,00 atau 98,47% yang 

dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.578.086.800,00. 

 

(g) Energi dan Sumberdaya Mineral 

Dalam bidang Energi dan Sumberdaya Mineral realisasi pencapaian kinerja 

keuangan sebesar Rp52.227.200,00 atau 88,13% dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp59.264.200,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi Energi dan Sumberdaya Mineral  adalah 

Dinas Pekerjaan Umum  dengan realisasi sebesar Rp52.227.200,00 atau 

88,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp59.264.200,00. 

 

(h) Kelautan dan Perikanan 

Dalam bidang kelautan dan Perikanan realisasi pencapaian kinerja 

keuangan sebesar Rp4.087.559.948,00 atau 87,26% dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp4.684.605.592,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi Kelautan dan Perikanan adalah Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Kehutanan dengan realisasi Rp4.087.559.948,00 

atau 87,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.684.605.592,00. 

 

(i) Perdagangan 

Dalam bidang perdagangan realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar 

Rp11.013.673.884,00 atau 99,49% dari anggaran  yang ditetapkan sebesar 

Rp11.069.965.994,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi perdagagan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan 

dan Koperasi dengan realisasi sebesar Rp11.013.673.884,00 atau 99,49% 

dari anggaran  yang ditetapkan sebesar Rp11.069.965.994,00. 

 

(j) Industri 

Dalam Bidang Industri realisasi pencapian kinerja keuangan sebesar 

Rp432.068.136,00 atau 97,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp443.695.800,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi Industri adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi dengan realisasi sebesar Rp432.068.136,00 atau 97,38% dari 

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp443.695.800,00. 

 

(k) Ketransmigrasian 

Dalam Bidang Ketransmigrasian realisasi Pencapaian kinerja keuangan 

Rp46.654.872,00  atau 87,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp53.480.000,00. Adapun Satuan Kerja Perangakat Daerah yang 

melaksanakan fungsi Ketransmigrasian adalah Dinas Kesejahteraan sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi sebesar Rp46.654.872,00 

atau 87,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp53.480.000,00. 
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4. Lingkungan Hidup 

Realisasi pencapaian kinerja keuangan untuk Lingkungan Hidup adalah sebesar 

Rp11.569.730.920,00 atau 84,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp13.647.567.086,00. 

Lingkungan Hidup meliputi: 

(a) Penataan ruang 

Dalam bidang penataan ruang realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah 

mencapai sebesar Rp822.959.350,00 atau 85,55%, dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp961.939.800,00 

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Jembrana yang melaksanakan fungsi penataan ruang yaitu: 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan 

sebesar Rp517.043.950,00 atau 87,97%, dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp587.780.000,00  

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman    Modal 

dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp305.915.400,00 atau 

81,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp374.159.800,00 

 

(b) Lingkungan Hidup 

Dalam bidang Lingkungan Hidup realisasi kinerja keuangan adalah 

mencapai sebesar Rp8.543.627.530,00 atau 82,12%, dari anggaran yang 

ditetapkan  sebesar Rp10.403.493.486,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi Lingkungan hidup yaitu Kantor 

Lingkungan hidup Kebersihan dan Pertamanan dengan realisasi pencapaian 

kinerja keuangan sebesar Rp8.543.627.530,00 atau 82,12% dari anggaran 

yang ditetapkan sebesar Rp10.403.493.486,00  

 

(c) Pertanahan 

Dalam bidang pertanahan realisasi pencapaian kinerja keuangan 

Rp203.460.300,00 atau 82,65%,  dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp246.167.000,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melaksanakan fungsi pertahanan 

yaitu Sekretariat Daerah dengan realisasi kinerja keuangan 

Rp203.460.300,00 atau 82,65%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp246.167.000,00. 

 

(d) Pertanian 

Dalam Bidang Pertanian realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar 

Rp1.999.683.740,00 atau 98,22%  dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp2.035.966.800,00.  

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

Pertanian adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan  dengan 

pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp1.999.683.740,00 atau 98,22% dari 

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.035.966.800,00 
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5. Perumahan dan fasilitas Umum 

Realisasi pencapaian kinerja keuangan untuk Perumahan dan Fasilitas Umum 

adalah sebesar Rp66.085.411.668,00 atau 89,48%  dari jumlah anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp73.850.947.288,81. 

Perumahan dan fasilitas umum meliputi: 

(a) Pekerjaan Umum 

Dalam bidang Pekerjaan Umum realisasi pencapaian kinerja keuangan 

adalah mencapai sebesar Rp65.826.381.562,00 atau 93,05%,  dari total 

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.746.030.288,81.Adapun Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana 

yang melaksanakan fungsi Pekerjaan Umum yaitu Dinas Pekerjaan Umum 

dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar 

Rp65.582.568.312,00 atau 93,02%,  dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp70.501.895.288,81. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Penanaman Modal dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan mencapai 

sebesar Rp243.813.250,00 atau 99,87% dari anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp244.135.000,00. 

 

(b) Perumahan 

Dalam  bidang perumahan realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah 

mencapai sebesar Rp259.030.106,00 atau 8,34% dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp3.104.917.000,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melakukan fungsi perumahan adalah Dinas Pekerjaan Umum 

dengan Realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp129.484.300,00 

atau 4,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.957.957.000,00. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dengan 

realisasi pencapaian kinerja keuangan mencapai sebesar Rp55.487.950,00 

atau 79,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.200.000,00. 

Satuan Polisi Pamong Praja dengan realisasi kinerja pencapaian keuangan 

sebesar Rp74.057.856,00 atau 96,48% dari total anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp76.760.000,00. 

 

6. Kesehatan 

Realisasi pencapaian kinerja keuangan untuk Kesehatan adalah sebesar 

Rp55.929.128.398,25  atau 92,17%  dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp60.677.845.700,56. 

Kesehatan meliputi; 

 

(a) Kesehatan 

Dalam bidang kesehatan realisasi pencapaian kinerja keuangan daerah 

adalah mencapai sebesar Rp54.917.993.698,25 atau 92,14% dari anggaran 

yang ditetapkan sebesar Rp59.603.951.700,56. Adapun Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang 

melaksanakan fungsi kesehatan yaitu: 

1) Dinas Kesehatan dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan 

mencapai sebesar Rp23.411.036.705,00 atau 92,89%, dari anggaran 

yang ditetapkan sebesar Rp25.202.557.790,70. 
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2) Rumah Sakit Umum Daerah dengan realisasi pencapaian kinerja 

keuangan mencapai sebesar Rp31.506.956.993,25 atau 91,59% dari 

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34.401.393.909,86. 

 

(b) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  

Dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan mencapai sebesar 

Rp1.011.134.700,00  atau 94,16%, dari total anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp1.073.894.000,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah 

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan 

realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp1.011.134.700,00 atau 

94,16% dari total anggaran sebesar Rp1.073.894.000,00. 

 

7. Pariwisata dan Budaya       

Realisasi pencapaian kinerja keuangan untuk Pariwisata dan Budaya adalah 

sebesar Rp9.129.905.100,00 atau 92,28% dari total anggaran sebesar 

Rp9.893.636.750,00. 

Pariwisata dan Budaya meliputi; 

(a) Kebudayaan 

Dalam bidang kebudayaan realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah 

sebesar Rp7.257.960.000,00 atau 92,55% dari total anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp7.841.786.750,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi Kebudayaan, meliputi; 

1) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 

dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar 

Rp3.041.069.000,00 atau 97,74%  dari anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp3.111.286.750,00. 

 

2) Sekretariat Daerah dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah 

sebesar Rp4.216.891.000,00 atau 89,14 % dari target yang ditetapkan 

sebesar Rp4.730.500.000,00. 

 

(b) Pariwisata 

Dalam bidang Pariwisata realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar 

Rp1.871.945.100,00 atau 91,23% dari target yang ditetapkan sebesar 

Rp2.051.850.000,00Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi Pariwisata adalah Dinas Pendidikan, Pemuda 

Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dengan pencapaian kinerja keuangan 

sebesar Rp1.871.945.100,00 atau 91,23% dari target yang ditetapkan 

sebesar Rp2.051.850.000,00. 

 

8. Pendidikan 

Realisasi pencapaian kinerja keuangan untuk Pendidikan adalah sebesar 

Rp40.998.101.935,00 atau 90,48%  dari target yang ditetapkan sebesar 

Rp45.310.699.237,00. 
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Pendidikan meliputi: 

(a) Pendidikan 

Dalam bidang pendidikan realisasi pencapaian kinerja keuangan daerah 

adalah mencapai besar Rp39.050.207.800,00 atau 90,82% dari target yang 

ditetapkan sebesar Rp42.995.666.237,00. 

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Jembrana yang melaksanakan fungsi pendidikan yaitu: 

1) Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Jembrana dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan 

mencapai sebesar Rp39.050.207.800,00 atau 90,82%, dari total target 

yang di tetapkan sebesar Rp42.995.666.237,00. 

 

(b) Kepemudaan dan Olah Raga 

Dalam bidang kepemudaan dan olah raga realisasi pencapaikan kinerja 

keuangan adalah sebesar Rp1.947.894.135,00 atau 84,14%  dari target 

yang ditetapkan sebesar Rp.2.315.033.000,00. Adapun Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kepemudaan dan Olah Raga 

adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pariwisata dan 

Kebudayaan dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar 

Rp1.947.894.135,00 atau 84,14% dari target yang ditetapkan sebesar 

Rp2.315.033.000,00. 

 

9. Perlindungan Sosial 

Realisasi pencapaian kinerja keuangan untuk Perlindungan sosial adalah sebesar 

Rp10.854.070.968,00 atau 94,79%  dari total target yang ditetapkan sebesar 

Rp11.450.238.550,00. 

Perlindungan sosial meliputi; 

(a) Kependudukan dan Catatan Sipil 

Dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil realisasi pencapaian 

kinerja keuangan adalah mencapai sebesar Rp3.607.277.777,00 atau 

91,11%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.959.345.000,00. Adapun 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kependudukan 

dan Catatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar 

Rp3.607.277.777,00 atau 91,11% dari target yang ditetapkan sebesar 

Rp3.959.345.000,00. 

 

(b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak realisasi 

pencapaian kinerja keuangan adalah mencapai sebesar Rp862.550.524,00 

atau 92,72%,  dari target yang ditetapkan sebesar Rp930.272.200,00. 

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Jembrana yang melaksanakan fungsi Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan anak yaitu Kantor Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana dengan realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar 

Rp862.550.524,00 atau 92,72%, dari total target yang ditetapkan sebesar 

Rp930.272.200,00. 
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(c) Sosial 

Dalam bidang sosial realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar 

Rp6.384.242.667,00 atau 97,31%,  dari target yang ditetapkan sebesar 

Rp6.560.621.350,00. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melakukan fungsi 

Sosial yaitu Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan realisasi 

pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp6.384.242.667,00 atau 97,31%,  

dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.560.621.350,00. 

 

  Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 

SKPD yang penyerapan anggarannya dibawah 85% antara lain : 

1. Bappeda dan PM dengan realisasi keuangan 82,78% karena beberapa kegiatannnya 

menjadi Silpa seperti : 

- Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan 

Dinas/Operasional dengan PAGU sebesar Rp. 264.880.000,00 terserap Rp. 

227.795.730,00 akibat dari pembayaran tenaga kontrak pada pertengahan tahun 

dan dibayarkan dari bulan Agustus 2013. 

- Kegiatan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah dengan PAGU sebesar 

Rp. 319.380.000,00 terserap Rp. 172.106.760,00 akibat dari kegiatan rapat-rapat 

koordinasi berupa perjalanan dinas dibuat secara rinci/tidak gelondongan. Yang 

masih tersisa adalah untuk Kepala Bappeda perjalanan dinas dalam daerah dalam 

propinsi sebanyak 6 kali, luar daerah luar propinsi dianggarkan 10 kali yang 

dipergunakan sebanyak 8 kali dan untuk Gol. IV (Kabid dan Fungsional 

Perencana) dianggarkan 16 kali yang dipergunakan sebanyak 9 kali. Selebihnya 

adalah selisih antara anggaran dalam perhitungan penganggaran dan realisasi 

menggunakan real cost. 

- Kegiatan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian 

tata ruang daerah dengan PAGU sebesar Rp. 126.502.900,00 terserap Rp. 

86.241.400,00 karena honorarium tim BKPRD tidak terealisasi 100% dimana 

anggota tim memasuki usia pensiun dan ada non PNS, adanya efisiensi pembelian 

ATK karena harga standar di bawah harga di DPA, efisiensi dalam pemanfaatan 

belanja makan dan minum dan adanya efisiensi dalam penggunaan perjalanan 

dinas. 

- Kegiatan Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Jembrana dengan PAGU 

sebesar Rp. 108.518.000,00 terserap Rp. 64.167.150,00 karena selisih antara pagu 

anggaran perjalanan dinas dengan realisasi dengan real cost dan adanya belanja 

pengadaan kelengkapan komputer yang tidak jadi direalisasikan karena perangkat 

tersebut masih dapat digunakan walaupun umur pakai sudah mendekati 

habis/belum rusak. 

- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan PAGU sebesar Rp. 

120.257.000,00 terserap Rp. 60.541.400,00 karena undangan untuk kegiatan dari 

instansi terkait tidak semua disetujui karena lebih banyak pameran industri 

kerajinan bukan untuk gelar potensi investasi daerah.  

 

2. Kelurahan Lelateng dengan realisasi keuangan sebesar 79,50% karena beberapa 

kegiatannya menjadi Silpa yaitu : 
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- Kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional yang dianggarkan dalam 

perubahan sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk operasional alat berat, kegiatannya 

tidak terealisasi, demikian juga dengan kegiatan sewa pakaian adat untuk lomba 

sebesar Rp. 6.000.000,00 kegiatannya tidak terealisasi.  

3. Kantor Lingkungan Hidup dengan realisasi keuangan sebesar 82,12% karena 

beberapa kegiatannya menjadi Silpa yaitu : 

- Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan PAGU sebesar Rp. 

372.050.190,00 terserap Rp. 266.425.000,00 karena adanya efisiensi. 

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan PAGU sebesar Rp. 

1.536.611.000,00 terserap Rp. 1.426.833.130,00 karena adanya kelebihan 

perencanaan BBM dalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional sebesar Rp. 109.657.870,00. 

- Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan sarana 

persampahan dari PAGU sebesar Rp. 1.977.653.176,00 terserap Rp. 

1.642.110.000,00 karena kegiatannya tidak dapat dilaksanakan seperti : 

perencanaan/DED Sanitary Landfill senilai Rp. 150.000.000,00 karena 

lokasi/tanah yang akan dipakai untuk TPA sanitary landfill belum ada (belum 

mendapat rekomendasi dari gubernur). Belanja sewa Loader senilai Rp. 

30.000.000,00 karena sulit mencari rekanan yang memiliki ijin sewa penyewaan 

loader, serta efisiensi dari masing-masing pekerjaan. 

- Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan (DAK) dengan PAGU sebesar Rp. 

379.799.200,00 terserap Rp. 0 karena pembelian alat uji emisi udara tidak bisa 

dilaksanakan karena pemesanan alat membutuhkan waktu yang lama karena di 

Indonesia tidak tersedia alat yang dibutuhkan. 

- Kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mengrove estuaria dan 

padang lamun dengan PAGU sebesar  Rp. 110.000.000,00 terserap Rp. 0 karena 

kekurangan waktu.   
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan 

dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya 

ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya  Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka 

kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2013 juga telah 

mengalami perubahan 

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2013  disusun berdasarkan data keuangan yang 

disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pengguna anggaran dan pengguna 

barang tersebut  terdiri dari : 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah 

dengan 8 Unit Bagian), 10 Dinas, 3 Badan, 6 Kantor , 1 unit RSUD , 1 Inspektorat , 5 

Kecamatan dan 10  Kelurahan . 

4.2. Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran 

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten 

Jembrana tahun 2013  adalah sebagai berikut: 

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah organisasi mandiri 

dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan 

perundang-undang yang berlaku sebagai entitas pelaporan. 

2. Kesinambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Jembrana berlanjut 

keberadaannya/berkesinambungan. 

3. Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan 

menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing 

dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

4. Dasar kas (cash basis)  untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD dan Laporan 

Arus Kas. Pendapatan dan peneriman pembiayaan diakui pada saat diterima di 

Kas  Daerah,   sedangkan belanja dan  pengeluaran pembiayaan diakui pada saat 

dikeluarkan dari Kas Daerah. 

5. Dasar akrual  (accrual basis)  untuk penyusunan Neraca. Eksistensi aset, selain 

dipengaruhi oleh transaksi peneriman dan pengeluaran dari Kas Daerah (transasksi 

kas), juga  dipengaruhi oleh transaksi non kas. 

6. Asas Bruto. Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto 

penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak 

memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara 

peneriman dan pengeluaran.  

7. Harga Perolehan (historical cost), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu 

seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, 

mulai harga pembelian/pengadan  barang tersebut di tambah biaya-biaya lainnya 

(jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap 

digunakan. 
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8. Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan 

memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. 

9. Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan 

pengeluaran termasuk aset, utang  dan ekuitas dana,  pada prinsipnya adalah 

melalui dana umum berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan  

dropping dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak 

melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat  perpindahan hak kepemilikan, 

tetap diakui sebagai aset daerah. 

4.3. Kebijakan akuntansi pokok 

4.3.1. Belanja 

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi 

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunan dan pusat pertanggungjawaban dan dirinci 

berdasarkan kelompok dan jenis belanja. 

3. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah 

daerah. 

4. Belanja diakui dalam periode berjalan berdasarkan kas yang dikeluarkan dari kas 

daerah.  

5. Koreksi atas pengeluaran belanja (peneriman kembali belanja) yang terjadi pada periode 

berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja.  Apabila diterima pada periode berikutnya 

dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

6. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas 

yang dikeluarkan. 

7. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah 

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. 

 

4.3.2. Pembiayaan 

1. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan 

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah 

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfatkan surplus anggaran.  

2. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan 

terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran 

daerah. 

3. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman , 

hasil penjualan kekayan daerah yang dipisahkan. 

4. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang 

pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi). 

5. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah 

daerah. 

6. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan 

yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber 

pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah.   

7. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih 

pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan 

elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. 

8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang 

kas yang diterima dan dikeluarkan. 
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9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah 

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan 

pembiayaan. 

4.3.3. Aset/Aktiva 

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial 

di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, 

serta dapat diukur dalam saatuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  

2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana 

cadangan, dan aset lainnya. 

 

4.3.4.3. Aset Tetap  

       

Definisi           

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. Dengan batasan definisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten 

Jembrana harus mencatat aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut 

digunakan oleh pihak lain. Aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun 

berikut ini : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. 

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak 

dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang 

menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan. 

    

Klasifikasi Aset Tetap         

  

Aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun berikut ini:    

• Tanah   

• Peralatan dan Mesin  

• Gedung dan Bangunan  

• Jalan, Irigasi dan Jaringan 

• Aset Tetap Lainnya   

• Konstruksi Dalam Pengerjaan        

    

Pengakuan Aset Tetap          

 Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap 

apabila berwujud dan memenuhi kriteria:      

        

•  Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

•  Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  

•  Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 

•  Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

  

Kebijakan kapitalisasi dalam melakukan pengakuan dan pengukuran terhadap aset tetap. 
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Definisi           

           

 Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran 

untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, 

dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tetap 

tersebut. 

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian 

peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembangunan gedung dan bangunan, 

pembangunan jalan/irigasi/jaringan,  dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.   

            

 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan 

barang baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, 

renovasi dan restorasi. 

 

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap  meliputi :    

 

No Golongan dan Bidang BMD Nilai Satuan Minimum 

Kapitalisasi Aset Tetap 

(Rp.) 

1 Peralatan dan Mesin, terdiri atas    

1.1. Alat-alat Berat Rp. > 1.500.000 

1.2. Alat Angkutan Rp. > 1.500.000 

1.3. Alat-alat Bengkel Rp. > 300.000 

1.4. Alat-alat pertanian/Peternakan Rp. > 300.000 

1.5. Alat kantor dan rumah tangga Rp. > 300.000 

1.6. Alat studio dan Alat Komunikasi Rp. > 300.000 

1.7. Alat Ukur Rp. > 300.000 

1.8. Alat-alat kedokteran Rp. > 500.000 

1.9. Alat-alat Laboratorium Rp. > 500.000 

1.10 Alat-alat Keamanan Rp. > 300.000 

2 Gedung dan Bangunan, terdiri dari :    

2.1. Bangunan Gedung Rp. > 10.000.000 

2.2. Bangunan Monumen Rp. > 5.000.000 

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.   >          5.000.000 

4 Aset tetap lainnya, terdiri atas :    

4.1. Alat Olah Raga Rp. > 300.000 
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Nilai Rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap melebihi atau sama 

dengan batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut: 

 

No Golongan dan Bidang BMD Jumlah Harga Pemeliharaan 

per unit 

1. Gedung dan Bangunan, terdiri dari :   

1.1. Bangunan Gedung Rp. ≥ 10.000.000 

1.2. Bangunan Monumen Rp. ≥ 5.000.000 

 

Pos-pos Aktiva Tetap         

           

Tanah 

            

Definisi          

  

Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi 

dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak 

kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.  Harga perolehan ini meliputi 

harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan 

pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat 

dengan estimasi harga perolehan.       

         

Proses pencatatan         

  

 Dalam pencatatan tanah harus dibuat ketentuan yang membedakan antara 

penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai tanah karena 

diperluas atau diperbesarnya tanah. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan 

ditambahkan pada harga perolehan tanah yang bersangkutan. Pengurangan adalah 

penurunan nilai tanah karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan tanah dicatat sebagai 

pengurangan harga perolehan tanah yang bersangkutan.  

 

Pengukuran          

  

 Tanah dinyatakan dalam neraca dengan  harga perolehan. Bila penilaian tanah 

dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai tanah tetap 

didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan atau dapat digunakan Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP).         

   

Pengungkapkan          

   

Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi tanah antara lain: 

• Tanah dinilai dengan harga perolehan 

• Tanah tidak mengenal adanya penyusutan      
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Peralatan dan Mesin  

        

 Definisi          

       

 Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin yang 

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam 

kondisi siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain 

sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap dipakai.  

Peralatan dan Mesin meliputi :  

 Alat - alat Besar 

 Alat - alat Angkutan 

 Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur 

 Alat - Alat Pertanian dan Peternakan 

 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 

 Alat-Alat Studio dan Komunikasi 

 Alat-Alat Kedokteran 

 Alat-Alat Laboratorium 

 Alat-Alat Keamanan 

 

Proses Pencatatan  

 Hal-hal yang mengubah nilai peralatan dan mesin adalah penambahan dan 

pengurangan. Dalam pencatatan peralatan dan mesin harus dibuat ketentuan yang 

membedakan antara penambahan dan  pengurangan.  

Penambahan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin karena pembelian/pengadaan, 

hibah peralatan dan mesin. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada 

harga perolehan peralatan dan mesin yang bersangkutan.  

Pengurangan adalah penurunan peralatan dan mesin karena berkurangnya kuantitas. 

Pengurangan peralatan dan mesin dicatat sebagai pengurangan harga perolehan peralatan 

dan mesin yang bersangkutan.        

   

Pengungkapkan          

Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi peralatan dan mesin antara lain: 

•  Peralatan dan mesin dinilai dengan harga perolehan 

• Peralatan dan mesin akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan  

sebagainya berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan. 

            

Gedung dan Bangunan        

  

 Definisi           

 Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai 

siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan 

IMB dan Pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan 

meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan 

sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor.  

      

Gedung dan Bangunan meliputi :  

 

 Bangunan Gedung 

 Bangunan Monumen 

 Bangunan Bukan Gedung   
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Proses Pencatatan         

       

Hal-hal yang mengubah nilai gedung dan bangunan adalah penambahan, pengurangan, 

pengembangan dan penggantian. Dalam pencatatan gedung dan bangunan harus dibuat 

ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan 

penggantian.         

Penambahan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan karena diperluas atau 

diperbesarnya gedung dan bangunan. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan 

ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan yang bersangkutan. 

Pengurangan adalah penurunan gedung dan bangunan karena berkurangnya kuantitas. 

Pengurangan gedung dan bangunan tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan 

gedung dan bangunan yang bersangkutan  

Pengembangan adalah peningkatan gedung dan bangunan karena karena meningkatnya 

manfaat gedung dan bangunan. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan 

gedung dan bangunan. Penggantian adalah memperbarui bagian gedung dan bangunan. 

Biaya penggantian akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti 

dari harga gedung dan bangunan yang semula dan menambahkan biaya penggantian. 

      

 

Pengungkapkan  

 

 Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi gedung dan bangunan antara 

lain: 

Gedung dan bangunan dinilai dengan harga perolehan 

Gedung dan Bangunan akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan 

sebagainya berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan.    

           

       

Jalan, Irigasi, dan Jaringan        

   

 Definisi          

            

 Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan 

sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain 

sampai dengan jaringan tersebut siap dipakai.    

 

Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi :     

 Jalan dan Jembatan 

 Bangunan Air/Irigasi 

 Instalasi 

 Jaringan 

   

Proses Pencatatan 

        

 Hal-hal yang mengubah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah penambahan, 

pengurangan, pengembangan, dan penggantian. Dalam pencatatan Jalan Irigasi dan 

jaringan harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, 

pengembangan dan penggantian.   

Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena diperluas atau 

diperbesarnya Jalan Irigasi dan Jaringan. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan 

ditambahkan pada harga perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan yang bersangkutan.   
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Pengurangan adalah penurunan Jalan Irigasi dan Jaringan karena berkurangnya kuantitas. 

Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan tetap dicatat sebagai pengurangan harga 

perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan yang bersangkutan.  

Pengembangan adalah peningkatan Jalan Irigasi dan Jaringan karena meningkatnya 

manfaat Jalan Irigasi dan Jaringan. Biaya pengembangan akan menambah harga 

perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan. Biaya pengembangan akan menambah harga 

perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan. Biaya penggantian akan dikapitalisasi dengan cara 

mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga Jalan, Irigasi dan Jaringan yang semula 

dan menambahkan biaya penggantian.  

       

Pengungkapkan          

  

 Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi Jalan, Irigasi dan Jaringan antara 

lain: 

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan harga perolehan 

Jalan, Irigasi dan Jaringan akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, dan sebagainya 

berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan   

           

  

Aset Tetap Lainnya         

 

Definisi           

            

 Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset tetap lainnya sampai 

siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan semua aset tetap lainnya 

yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan 

sebelumnya.  

 

Aset tetap lainnya meliputi:        

 Buku Perpustakaan 

 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/olahraga 

 Hewan Ternak/Tanaman 

  

Proses Pencatatan 

         

 Hal-hal yang mengubah nilai Aset tetap lainnya adalah penambahan, 

pengurangan, pengembangan, dan penggantian. Dalam pencatatan Aset tetap lainnya 

harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, 

pengembangan dan penggantian.        

Penambahan adalah peningkatan nilai Aset tetap lainnya karena diperluas atau 

diperbesarnya Aset tetap lainnya. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan 

pada harga perolehan Aset tetap lainnya yang bersangkutan.    

Pengurangan adalah penurunan Aset tetap lainnya karena berkurangnya kuantitas. 

Pengurangan Aset tetap lainnya tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan Aset 

tetap lainnya yang bersangkutan  

Pengembangan adalah peningkatan Aset tetap lainnya karena meningkatnya manfaat Aset 

tetap lainnya. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan Aset tetap lainnya. 

Penggantian adalah memperbarui bagian aset tetap lainnya. Biaya penggantian akan 

dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga Aset tetap 

lainnya yang semula dan menambahkan biaya penggantian.  
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Pengungkapkan          

         

Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi Aset tetap lainnya antara lain: 

Aset tetap lainnya dinilai dengan harga perolehan 

Aset tetap lainnya akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan 

sebagainya berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan.     

 

Konstruksi Dalam Pengerjaan        

          

Definisi  

 Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses 

pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun 

dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi    

 

 

Pengakuan          

  

 Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 

Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi pada masa yang akan datang berkaitan 

dengan aset tersebut akan diperoleh; Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; 

dan Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.     

          

Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya 

merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan 

atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Penyelesaian suatu konstruksi 

pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif 

besar. Oleh karena itu pembayaran untuk kontrak konstruksi biasanya dilakukan melalui 

termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana 

diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Porsi pekerjaan yang telah 

diselesaikan  akan diserahkan kepada pemberi kerja (Pemerintah Kabupaten Jembrana) 

dan disiapkan dokumen berita acara serah terima pekerjaan.    

          

 Berdasarkan berita acara tersebut akan dilakukan pembayaran. Demikian 

mekanisme yang akan terjadi pada termin-termin berikutnya sampai konstruksi ini selesai 

dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa 

Konstruksi Dalam Pengerjaan.  Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset 

tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: 

- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan 

- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;   

  

Proses Pencatatan 

      

Hal-hal yang mengubah nilai bangunan dalam pengerjaan adalah akumulasi semua 

pengeluaran untuk membuat bangunan. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi 

tersebut adalah SP2D.         

      

Penyajian dan Pengungkapan        

          

 Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di neraca pada kelompok Aset Tetap. 

Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dilakukan secara gabungan, dengan cara 

menjumlahkan seluruh konstruksi dalam pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya 

konstruksi dalam pengerjaan ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Informasi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan yang harus diungkapkan dalam Catatan 
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atas Laporan Keuangan pada akhir periode akuntansi adalah:    

            

Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka 

waktu penyelesaiannya; 

Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 

Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 

Uang muka kerja yang diberikan; 

 

  

PERSEDIAAN      

  

Definisi           

  

 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jembrana, 

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat.  

Suatu aset digolongkan ke dalam persediaan apabila:    

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka operasional 

pemerintah daerah; 

Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; 

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat. 

Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka 

kegiatan pemerintahan. 

 Secara ringkas, persediaan dapat digambarkan sebagai berikut: 

Barang Persediaan meliputi : 

a. Barang Konsumsi 

 1. Alat Tulis Kantor 

 2. Kertas dan Cover 

 3. Bahan Cetak 

 4. Bahan Komputer 

 5. Alat Listrik 

b. Bahan Untuk Pemeliharaan 

 1. Perabot Kantor 

c. Suku Cadang 

 1. suku cadang 

d. Persediaan untuk dijual/diserahkan 

 kepada masyarakat/pihak lain 

 1. Tanah 

 2. Peralatan dan Mesin 

 3. Bangunan 

 4. Hewan dan tananan 

e Leges,Materai dan Benda Pos Lainnya 

 1. Leges 

 2. Materai 

 3. Benda Pos Lainnya 

f. Bahan Baku 

 1. Bahan Bangunan dan Konstruksi 

 2. Bahan Kimia 

 3. Bahan Bakar dan Pelumas 

 4. Bahan Baku 

g Barang dalam Proses/Setengah Jadi 
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 1. Barang dalam proses 

h. Persediaan Lainnya 

4.3.4.5. Aset Lainnya 

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokan ke dalam aset lancar, 

investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. 

2. Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, Kemitraan dengan pihak III, dan lain-lain 

3. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, 

aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah. 

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan 

atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta 

berdasarkan perjanjian. Atupun kemitraan dengan pihak lain (Bank) sehubungan 

kerjasama dalam bentuk lain yang disepakatin oleh kedua belah pihak yang dituangkan 

juga dalam bentuk penjanjian. 

5. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan 

yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan 

aset. 

6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun 

(aset lainnya tersebut selesai dibangun) atau aset tersebut disetujui penempatannya 

sesuai dengan perjanjiannya. 

7. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan karena kondisi/digolongkan 

sebagai rusak berat/tidak dapat digunakan maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan 

ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) 

dalam neraca. 

 

4.3.4.6. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam 

satu periode akuntansi berikutnya. 

4.3.4.7 Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo lebih dari 

satu periode akuntansi. 

4.3.4.8 Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Jembrana yang merupakan selisih 

antara Total Aset dengan Total Kewajiban 

Ekuitas terdiri dari: 

a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka 

pendek. Ekuitas dana lancar antara lain SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), 

cadangan piutang, cadangan persediaan dan pendapatan yang ditangguhkan. 

b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam 

investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya dikurangi dengan kewajiban 

jangka panjang. 

c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan 

untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perudang-undangan. 

 



39 

 

BAB V 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH 

 

A. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan daerah 

1. Pendapatan 

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2013 mencapai 

sebesar Rp745.334.982.511,84 atau 100,59% dan targetnya adalah sebesar 

Rp740.996.448.323,99.  

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dibagi kedalam 3 (tiga) Kelompok 

Pendapatan yaitu: 

3.1 Bagian Pendapatan Asli Daerah realisasinya mencapai sebesar 

Rp68.485.482.416,06 atau 107,81% dari anggaran yang telah ditetapkan 

sebesar Rp63.525.477.340,13. Dari realisasi tersebut di antaranya sebesar 

Rp24.056.380.281,34 merupakan pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan 

sebesar Rp4.357.849.518,94 merupakan pendapatan dari BLUD Puskesmas. 

3.2 Bagian Pendapatan Transfer realisasinya mencapai sebesar 

Rp675.052.022.963,78 atau 100,10% dari anggaran yang telah ditetapkan 

sebesar Rp674.347.088.983,86. 

3.3 Bagian Lain-lain Pendapatan yang sah realisasinya mencapai sebesar 

Rp1.797.477.132,00 atau 57,54% dari anggaran yang telah ditetapkan 

sebesar 3.123.882.000. 

 

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang dibagi menurut Kelompok dan 

Jenis Penerimaan adalah sebagai berikut: 

1.1 Jenis Penerimaan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah. 

Realisasinya pada tahun 2013 sebesar Rp68.485.482.416,06. Bila 

realisasinya dirinci menurut jenis penerimaan adalah sebagai berikut:  

1.2.1 Pajak Daerah yang realisasinya mencapai sebesar 

Rp22.069.529.710,50 atau 114,85% dari anggaran yang telah 

ditetapkan sebesar Rp19.215.225.000; 

1.2.2 Retribusi Daerah yang realisasinya mencapai sebesar 

Rp7.905.025.746,40  atau 91,01% dari anggaran yang telah ditetapkan 

sebesar Rp8.685.924.850; 

1.2.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang realisasinya 

mencapai sebesar Rp3.937.071.653,32 atau 100% dari anggaran yang 

telah ditetapkan sebesar Rp3.937.000.000,00; 

1.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, realisasinya mencapai 

sebesar Rp34.573.855.305,84 atau 109,11% dari angggaran yang telah 

ditetapkan sebesar Rp31.687.327.490,13. Dari realisasi tersebut di 

antaranya sebesar Rp24.056.380.281,34 merupakan pendapatan dari 

BLUD Rumah Sakit dan sebesar Rp4.357.849.518,94merupakan 

pendapatan dari BLUD Puskesmas dan terdapat pengembalian dana 

BOS yang disetor ke rekening Kas Daerah yang seharusnya di setor ke 

Rekening Kas Negara sebesar Rp29.997.500,00 
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1.2 Jenis Penerimaan pada Kelompok Pendapatan Transfer 

Realisasinya penerimaan dari kelompok ini mencapai Rp675.052.022.963,78 

atau 100,10% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp674.347.088.983,86. 

Pendapatan Transfer terdiri atas: 

1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, 

realisasinya mencapai sebesar Rp517.834.703.075,00 atau 99,90% 

yang berarti lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp518.352.066.072,03. 

Pendapatan ini terdiri atas: 

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak realisasinya mencapai sebesar 

Rp20.722.384.958,00 atau 97,14% dari anggaran yang telah 

ditetapkan sebesar Rp21.333.440.957,00; 

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 

realisasinya mencapai sebesar Rp789.322.117,00 atau 

113,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp695.629.115,03; 

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) realisasinya sebesar 

Rp450.919.726.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah 

ditetapkan. 

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) realisasinya sebesar 

Rp45.403.270.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang 

ditetapkan. 

1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, terdiri dari dana 

penyesuaian yang realisasinya sebesar Rp70.517.727.000,00 atau 

100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. 

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah 

lainnya, realisasinya mencapai sebesar Rp86.699.592.888,78 atau 

101,43% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp85.477.295.911,83. Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi 

berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp86.699.592.888,78 atau 

101,43% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp85.477.295.911,83. 

 

1.3 Jenis Penerimaan pada Kelompok Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang 

Sah. 

Realisasi penerimaan dari kelompok ini sampai dengan akhir tahun anggaran 

2013 mencapai sebesar Rp1.797.477.132,00 atau 57,54% dari anggaran yang 

telah ditetapkan sebesar Rp3.123.882.000,00.  

 

Realisasi Pendapatan menurut Unit Organisasi terhadap Total Pendapatan Daerah 

sebagai berikut: 

a. Dinas Kesehatan realisasi pendapatannya sampai dengan akhir tahun 

anggaran 2013 mencapai sebesar Rp4.357.849.518,94 atau kurang sebesar 

Rp1.048.937.971,19 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp5.406.787.490,13 dan kontribusinya terhadap Total Realisasi Pendapatan 

Daerah adalah 0,58%. 
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b. Rumah Sakit Umum Daerah, realisasi pendapatannya sampai dengan akhir 

tahun anggaran 2013 adalah Rp24.056.380.281,34 atau lebih sebesar 

Rp1.407.240.281,34 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp22.649.140.000,00  dan kontribusinya terhadap Total Realisasi Pendapatan 

Daerah adalah 3,23%. Pendapatan ini seluruhnya merupakan Pendapatan 

RSU Negara selaku Badan Layanan Umum Daerah. 

c. Dinas Pekerjaan Umum realisasi pendapatannya sampai dengan akhir tahun 

anggaran 2013 mencapai sebesar Rp591.554.356,40 atau kurang sebesar 

Rp18.445.643,60 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp610.000.000,00 

dan kontribusinya terhadap Total Realisasi Pendapatan Daerah 0,08%. 

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika realisasi pendapatannya 

sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah Rp480.801.600,00 atau  

lebih  sebesar Rp57.301.600,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp423.500.000,00 dan kontribusinya terhadap Total Realisasi Pendapatan 

Daerah adalah 0,06%. 

e. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jembrana 

realisasi pendapatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai 

sebesar Rp516.088.250,00 atau kurang  sebesar Rp601.911.750,00 dari 

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.118.000.000,00 dan kontribusinya 

terhadap Total Realisasi Pendapatan Daerah adalah 0,07%. 

f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana 

realisasi pendapatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013  mencapai 

sebesar  Rp16.100.000,00 atau  lebih sebesar Rp4.400.000,00 dari anggaran 

yang ditetapkan sebesar Rp11.700.000,00 dan  kontribusinya terhadap Total 

Realisasi Pendapatan Daerah adalah 0,002%. 

g. Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, realisasi pendapatannya sampai 

dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah Rp676.849.500.095,78 atau kurang 

sebesar Rp621.470.888,08 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp677.470.970.983,86 dan kontribusinya terhadap Total Realisasi 

Pendapatan Daerah adalah 90,81%. 

h. Dinas Pendapatan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah 

sebesar Rp37.611.128.330,38 atau lebih sebesar Rp5.072.478.480,38 dari 

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.538.649.850,00 dan kontribusinya 

terhadap Total Realisasi Pendapatan adalah 5,05%. 

i. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, realisasi 

pendapatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 sebesar 

Rp28.055.979,00 atau kurang sebesar Rp18.144.021,00 dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp46.200.000,00 dan kontribusinya terhadap Total 

Realisasi Pendapatan Daerah adalah 0,004% 

j. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, realisasi pendapatannya sampai 

dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah Rp237.665.600,00 atau lebih 

sebesar Rp116.665.600,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp121.000.000,00  dan kontribusinya terhadap Total Realisasi Pendapatan 

Daerah adalah 0,03%. 

k. Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan realisasi pendapatannya sampai 

dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp589.558.500,00 atau 

kurang sebesar Rp10.441.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 
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Rp600.000.000,00 dan kontribusinya terhadap Total Realisasi Pendapatan 

Daerah adalah 0,08%. 

Rasio Pendapatan Asli Daerah: 

a. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan adalah sebesar 

9,19%; 

b. Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 

sebesar 32,22%; 

c. Rasio Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 

11,54%; 

d. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,75%; 

e. Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 

sebesar 50,48%. 

 

Rasio Pendapatan Transfer 

a. Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan adalah sebesar 90,57%; 

b. Rasio Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Total Pendapatan adalah sebesar 

2,78%; 

c. Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan adalah 

sebesar 0,10%; 

d. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap total Pendapatan adalah sebesar 

60,50%; 

e. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai adalah sebesar 

116,71%; 

f. Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap total pendapatan adalah sebesar 0,24%; 

g. Rasio Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya terhadap Total Pendapatan adalah 11,63%. 

 

Rasio Kemandirian Daerah:  

Pendapatan Asli Daerah 
= 10,14% 

(Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah) 

 

2. Belanja 

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah 

sebesar Rp718.538.443.529,05 atau sebesar 90,06% dari anggaran yang 

disediakan dalam APBD sebesar Rp797.854.892.374,96. Yang berarti masih 

lebih kecil sebesar Rp79.316.448.845,91 atau 9,94% dari anggaran yang 

disediakan dalam APBD.  

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan 

Transfer yang realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.1 Belanja Operasi 

Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan akhir tahun anggaran 

2013 mencapai sebesar Rp530.726.946.329,25 atau 89,27% dari jumlah 

anggaran yang telah disediakan sebesar Rp594.503.756.838,98. 

Rincian realisasi Anggaran Belanja Operasi adalah sebagai berikut:  
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2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia 

Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai 

sebesar Rp386.346.817.723,00 atau 89,50% dari jumlah anggaran 

yang disediakan sebesar Rp431.656.185.406,48. 

2.1.2 Belanja Barang dan jasa 

Belanja barang dan jasa realisasinya sampai dengan akhir tahun 

anggaran 2013 mencapai sebesar Rp111.791.644.014,25 atau 89,58% 

dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp124.800.481.728,33. 

2.1.3 Belanja hibah 

Belanja hibah realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 

mencapai sebesar Rp24.553.457.420,00 atau  82,70% dari jumlah 

anggaran yang disediakan sebesar Rp29.690.764.704,17. Belanja 

hibah terdiri dari belanja hibah berupa uang realisasinya sebesar 

Rp14.529.650.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar 

Rp16.120.654.174,17 dan Belanja hibah barang yang akan diserahkan 

kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar 10.023.807.420,00 dari 

anggaran yang disediakan sebesar Rp13.570.110.530,00 

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bantuan Sosial realisasinya sampai dengan akhir tahun 

anggaran 2013 mencapai sebesar Rp8.035.027.172,00 atau  96,15% 

dari jumlah anggaran sebesar Rp8.356.325.000,00. Belanja bantuan 

sosial terdiri dari Belanja bantuan sosial berupa uang sebesar 

Rp3.109.037.500,00 dari anggaran yang disediakan sebesar 

Rp3.410.000.000,00 dan Belanja bantuan sosial barang yang akan 

diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar 

Rp4.925.989.672,00 dari anggaran yang disediakan sebesar 

Rp4.946.325.000,00. 

2.2 Belanja Modal  

Belanja Modal sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 realisasinya 

mencapai sebesar Rp142.563.466.026,00 atau 93,01% dari anggaran yang 

telah disediakan sebesar Rp153.275.191.276,04 

Belanja Modal terdiri dari: 

2.2.1 Belanja Tanah dengan realisasi sebesar Rp200.950.000,00 atau 

15,59% dari anggaran yang telah disediakan sebesar 

Rp1.288.800.000,00; 

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin realisasinya sebesar 

Rp17.119.103.837,00 atau 88,85% dari anggaran yang telah 

disediakan sebesar Rp19.267.464.410,23; 

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan, realisasinya sebesar 

Rp60.577.516.099,00 atau 94,17% dari anggaran yang telah 

disediakan sebesar Rp64.326.781.847,00.; 

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan realisasinya sebesar 

Rp61.685.539.200,00 atau 94,56% dari anggaran yang telah 

disediakan sebesar Rp65.236.543.387,81; 

2.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya realisasinya sebesar Rp2.611.586.890,00 

atau 94,20% dari anggaran yang telah disediakan sebesar 

Rp2.772.495.793,00; 
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2.2.6 Belanja Aset Lainnya realisasinya sebesar Rp368.770.000,00 atau 

96,26% dari anggaran yang telah disediakan sebesar 

Rp383.105.838,00 

2.3 Belanja Tak Terduga 

Belanja Tak Terduga realisasinya sampai dengan akhir tahun 2013  sebesar 

Rp19.622.420,86 atau 6,54% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar 

Rp300.000.000,00. 

2.4 Transfer/Bagi Hasil Desa 

Realisasi Transfer (Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya) sampai dengan 

akhir tahun anggaran 2013 realisasinya mencapai sebesar 

Rp45.228.408.752,94 atau 90,86% dari jumlah anggaran yang telah 

disediakan sebesar Rp49.775.944.259,94 

Rasio-Rasio Belanja 

a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah sebesar 73,86%; 

b. Rasio belanja modal terhadap total belanja adalah sebesar 19,84%; 

c. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja adalah sebesar 53,77%; 

d. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja operasi adalah sebesar 72,80%; 

e. Rasio belanja hibah terhadap total belanja adalah sebesar 3,41%; 

f. Rasio belanja hibah terhadap belanja tak langsung adalah 5,90%; 

g. Rasio belanja bantuan sosial terhadap total belanja adalah sebesar 1,11%; 

h. Rasio belanja bantuan sosial terhadap belanja tak langsung adalah 1,93%; 

i. Rasio belanja tidak terduga terhadap total belanja adalah sebesar 0,003%; 

j. Rasio belanja tidak terduga terhadap total belanja tidak langsung 0,005%; 

k. Rasio belanja per fungsi keuangan terhadap total belanja langsung adalah 

sebagai berikut: 

1) Pendidikan rasionya adalah sebesar 13,57%; 

2) Kesehatan rasionya adalah sebesar 18,49%; 

3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat rasionya adalah sebesar 8,32%; 

4) Pelayanan Umum rasionya adalah sebesar 26,91%; 

5) Lingkungan Hidup rasionya adalah sebesar 3,82%; 

6) Perumahan dan Fasilitas Umum rasionya adalah sebesar 21,85%; 

7) Perlindungan Sosial rasionya adalah sebesar 3,59%; 

8) Pariwisata rasionya adalah sebesar 3,02%; 

9) Keamanan dan Ketertiban rasionya adalah sebesar 0,43%; 

  

3. Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan Daerah akhir tahun anggaran 2013 realisasinya sebesar 

Rp66.467.447.206,99 atau 100,21% dari jumlah yang dianggarkan sebesar 

Rp66.326.883.156,99. 

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah Tahun anggaran 2013 realisasinya 

sebesar Rp8.400.000.000,00 atau 88,71% dari anggaran yang direncanakan 

sebesar Rp9.468.439.106,02. 

Berdasarkan hasil perhitungan APBD 2013, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) Tahun 2013 adalah sebesar Rp84.863.986.189,78 termasuk SiLPA dari 

BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas. 
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Rasio – Rasio Pembiayaan 

3.1 Rasio Penerimaan Pembiayaan 

Rasio Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap penerimaan 

pembiayaan adalah sebesar 91,87% 

3.2 Rasio Pengeluaran Pembiayaan 

Rasio pengeluaran dana talangan terhadap pengeluaran pembiayaan adalah 

sebesar 61,90% 

 

4. Aset 

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. 

 

       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

Aset Rp 1.552.344.266.922,15     Rp1.339.655.632.661,31 

Aset terdiri atas:    

4.1 Aset Lancar Rp  141.160.159.859,05         Rp  86.511.052.376,21 

 Aset lancar terdiri atas:    

  Kas  Rp     84.863.986.189,78  Rp  61.067.225.381,99 

  Kas meliputi:    

  4.1.1 Kas di Kas Daerah Rp    79.733.495.799,70          Rp  58.872.048.048,94 

    

Merupakan Saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana per 31-12-2013 

yang berada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara sebesar 

Rp79.733.495.799,70 terdiri atas: 

   1) Kas di PT. BPD Bali 

Cabang Negara 

Rp     49.733.495.799,70    Rp  43.220.800.384,65 

   Merupakan Saldo Kas Pemerintah Kabupaten per 31-12-2013 sebesar 

Rp49.733.495.799,70 yang berada pada Rekening PT. BPD Bali Cabang 

Negara (No. Rek. 016 01.00.00000-0)  

   2) Rekening Deposito 

(jk.waktu1 bulan) 

Rp     30.000.000.000,00    Rp30.000.000.000,00 

   Merupakan deposito yang ada pada PT. BPD Bali Cabang Negara sebesar 

Rp30.000.000.000,00. 

    

  4.1.2 Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

Rp                          0,00  Rp                  0,00 

    

Merupakan saldo kas yang berada pada masing-masing Bendahara Pengeluaran di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana per 31-12-2013 (lampiran 1). 

 

   

  4.1.3 Kas di BLUD 

Puskesmas 

Rp   1.289.881.069,11  Rp     879.436.692,17 
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       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

 

Merupakan kas di BLUD Puskesmas yang merupakan saldo kas puskesmas per 31 

Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut: 

   Puskesmas Mendoyo I Rp           96.800.342,64   Rp        52.199.127,70 

   Puskesmas Jembrana Rp          346.697.007,21   Rp      217.549.282,80 

   Puskesmas Melaya II Rp          124.196.121,66   Rp        25.400.371,09 

   Puskesmas Pekutatan I Rp            44.093.163,61   Rp      125.291.969,14 

   Puskesmas Negara I Rp          243.858.690,56   Rp      340.589.569,54 

   Puskesmas Melaya I Rp          179.698.082,15   Rp      118.406.371,90 

   Puskesmas Pekutatan II Rp            28.699,067,66                                - 

   Puskesmas Negara II Rp          196.215.910,16                                - 

   Puskesmas Mendoyo II Rp            29.622.683,46  - 

   Jumlah Rp      1.289.881.069,11  Rp     879.436.692,17 

       

       

  4.1.4 Kas di BLUD RSU 

Negara 

Rp      2.631.606.164,95  Rp   310.195.309,86 

    

Merupakan kas di RSU sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 

tanggal 31 Desember 2013 

 

  4.1.5 Kas di Pengelola Dana 

Bergulir 

Rp      1.209.003.156,02  Rp 1.005.545.331,02 

    

Kas di Pengelola dana Bergulir sebesar Rp1.209.003.156,02 merupakan saldo kas 

yang ada pada rekening dana bergulir pada PT BPD Bali, Cabang Negara dengan 

Rekening 016.01.05.00281-9. Rekening tersebut untuk menampung penerimaan 

keuntungan dan pengembalian pokok dana bergulir. 

 

  Piutang Rp     49.428.039.075,27  Rp 18.242.994.502,59,59 

  Piutang terdiri atas: 

  4.1.6 Piutang Pajak Rp     26.965.626.286,59  Rp 189.681.700,00,00 

    

Merupakan saldo Piutang Pajak Hotel dan Piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak 

Parkir, Piutang pajak air tanah (lampiran 2, 3, 4) dan Piutang PBB per 31-12-2013 

sebesar Rp26.965.626.286,59 dengan rincian sebagai berikut: 

   
No   Jenis pajak  

Saldo per 31 Des 

2013  

1 Piutang pajak hotel 162.669.840,00  

2 Piutang pajak restaurant 274.871.516,00  

3 Piutang pajak Parkir 7.605.500,00  

4 Piutang pajak air tanah 29.419.836,50 

5 Piutang PBB 26.488.173.594,09 

6 Piutang pajak hiburan 2.886.000,00 

  Total piutang pajak 26.965.626.286,59  
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       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

 

  4.1.7 Piutang Retribusi Rp          170.970.729,00  Rp     101.624.850,00 

    

Merupakan saldo Piutang Retribusi Sewa HPL Gilimanuk per 31-12- 2013 

sebesar Rp116.169.600,00 dan Piutang atas retribusi tempat pelelangan ikan 

sebesar Rp54.801.129,00. 

 

  4.1.8 Bagian Lancar 

Tuntutan Ganti Rugi 

Rp       2.091.493.697,92   Rp  1.603.666.551,69 

    

Merupakan saldo piutang tuntutan ganti rugi atas kekayaan daerah per 31-12-

2013 sebesar Rp2.091.493.697,92 (lampiran 6). 

        

  4.1.9 Piutang Lainnya Rp     24.248.986.095,10  Rp16.348.021.400,90 

   Piutang bagi hasil pajak 

dari provinsi. 

Terdiri dari:  

-PKB dan BBNKB 

-PBBKB 

-PPAP 

-ABT 

-PHR 

Rp    20.629.033.687,54 

 

 

Rp     13.494.226.432,24 

Rp       4.875.309.134,14    

Rp            22.332.439,65      

Rp                                 -  

Rp       2.237.165.681,51 

 Rp12.609.274.698,45 

 

 

Rp  5.842.271.192,20 

Rp     923.136.047,40 

Rp       37.315.952,93 

Rp       48.889.204,77 

Rp  5.757.662.301,15 

       

   Piutang Sewa 

Merupakan saldo piutang 

sewa aset milik 

Pemerintah Kabupaten 

Jembrana per 31-12-

2013, 

  Rp        37.650.000,00   Rp  152.670.301,33 

   Piutang JKBM 

Terdiri dari: 

- Piutang JKBM pada 

RSU 

- Piutang JKBM pada 

Puskesmas 

 Rp         495.196.066,05 

 

 

  Rp        307.426.066,05 

 

  Rp        187.770.000,00 

 Rp  1.157.643.254,13 

 

 

Rp      997.153.254,13 

 

Rp        60.490.000,00 

   Piutang Jampersal dan 

Jamkesmas, terdiri dari : 

- Piutang Jampersal dan 

Jamkesmas pada RSU 

- Piutang Jampersal dan 

Jamkesmas pada 

Puskesmas 

  Rp     2.784.759.931,40    

 

  Rp     2.784.759.931,40                                 

 

   

 

  Rp                                 - 

 Rp  2.196.065.890,89 

 

Rp   2.194.300.890,89 

 

 

Rp          1.765.000,00 

   Piutang Pelayanan 

Umum 

Merupakan Piutang 

   Rp         69.892.630,11 

 

 Rp       63.804.244,10 
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Pelayanan untuk pasien  

Umum pada RSUD 

Negara 

   Piutang Askes 

Merupakan Piutang 

Askes pada RSUD 

Negara  

  Rp        180.940.350,00  Rp     168.563.012,00 

   Piutang PT. PLN 

Merupakan piutang 

rumah sakit atas 

kerjasama pelayanan 

kesehatan untuk pegawai 

PLN.  

Rp              1.667.390,00  Rp                            - 

   Piutang PT. Jasa 

Raharja 

Merupakan piutang RSU 

Negara atas pelayanan 

pasien kecelakaan yang 

ditanggung oleh Jasa 

Raharja.  

Rp            14.095.500,00  Rp                            - 

   Piutang PT. In Health 

Merupakan piutang RSU 

Negara kepada PT. In 

Health atas pelayanan 

kesehatan yang telah 

diberikan oleh RSUN 

sesuai dengan MOU RSU 

Negara dengan PT. In 

Health.  

Rp              1.166.540,00  Rp                            - 

   Piutang Asuransi Jiwa 

Krishna 

 

Rp                 584.000,00  Rp                            - 

   Piutang sewa kapal Rp           34.000.000,00   

   Penyisihan Piutang  (Rp    4.049.037.733,34)   

 

 

  Jumlah Penyisihan 

Piutang per 31 Desember 

2013 adalah 

Rp4.049.037.733,34. 

Nilai penyisihan piutang 

merupakan akumulasi 

dari penyisihan piutang 

pajak sebesar 

Rp3.584.952.462,30 dan 

penyisihan piutang TGR 
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sebesar 

Rp464.085.271,04 

  4.1.10 Persediaan Rp 6.868.134.594,00  Rp 7.200.832.491,63 

   

Merupakan saldo persediaan barang pakai habis, biaya bahan/material yang ada 

pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi per 31-12-2013 sebagai berikut: 

   1) Persediaan alat listrik 

dan elektronik 

 Rp 69.405.416,00  Rp       57.676.429,00 

   2) Persediaan alat tulis 

kantor 

 Rp 409.826.669,00  Rp   452.911.153,00 

   3) Persediaan Perangko, 

Materai dan Benda 

pos lainnya 

 Rp 14.891.000,00  Rp       17.965.000,00 

   4) Persediaan peralatan 

kebersihan dan 

bahan pembersih 

 Rp 110.980.062,00 

 

 Rp   126.707.741,57 

   5) Persediaan barang 

cetakan  

 Rp 390.820.805,00  Rp   352.158.080,00 

   6) Persediaan Obat-

obatan 

 Rp 3.936.327.668,00  Rp5.176.457.529,41 

   7) Persediaan Bahan 

Kimia 

 Rp 1.269.124.657,00  Rp            93.500,00 

   8) Persediaan Bahan 

Percontohan 

 Rp           476.366.734,00       Rp   958.461.810,65      

   9) Persediaan Inventaris Rp            190.391.583,00  Rp     58.401.248,00 

   10) Persediaan Bahan 

Baku Bangunan 

Rp                              0,00  Rp                      0,00 

  Jumlah Rp 6.868.134.594,00  Rp 7.200.832.491,63 

      

4.2 Investasi Jangka Panjang Rp     21.943.280.364,10 28.797.809.686,00  Rp18.743.280.364,10 28.797.809.686,00 

 Investasi jangka panjang terdiri dari: 

 4.2.1 Investasi Non Permanen   Rp         7.451.280.364,10  Rp 7.451.280.364,10 

  4.2.1.1  Investasi Non 

Permanen – Dana 

Bergulir 

- Pokok dana bergulir 

 

 

 

Rp      21.325.296.068,10 

  

 

 

Rp 21.325.296.068,10 

  - Penghapusan Pokok dana 

bergulir  

Rp        (557.487.841,00)  Rp   (557.487.841,00) 

  - Saldo Dana Bergulir  Rp       20.767.808.227,10  Rp20.767.808.227,10 

  4.2.1.2 Investasi Non Perma-

nen – Dana Bergulir 

diragukan tertagih 

- Dana  bergulir diragukan 

tertagih 

 

 

 

 

Rp    (13.316.527.863,00) 

  

 

 

 

Rp(13.316.527.863,00) 

  Jumlah Rp      7.451.280.364,10  Rp  7.451.280.364,10 
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       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

 

 

 Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2013 sebesar Rp7.451.280.364,10 

merupakan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan, yaitu nilai dana bergulir 

awal Rp21.325.296.068,00 setelah dikurangi dana bergulir diragukan tertagih sebesar 

Rp13.316.527.863,00 dan penghapusan pokok dana bergulir Rp557.487.841,00. 

Pengelola dana bergulir dilaksanakan oleh Kantor  Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintah Desa, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis kepada para penerima 

dana bergulir dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait. Penyerahan dana bergulir 

dimulai tahun 2000 hingga tahun 2007 dengan jumlah dana bergulir awal 

Rp21.325.296.068,00  Dari pengembalian dana tersebut selanjutnya digulirkan kembali 

(pengguliran) kepada kelompok masyarakat lainnya. Jumlah pengguliran kembali dari 

pengembalian pokok dana bergulir tersebut sampai dengan 31-12-2013 mencapai 

Rp14.335.936.863,00. Sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan 800 penyaluran dana 

bergulir. 

Jumlah dana bergulir yang telah jatuh tempo (menunggak) per 31 Desember 2013 yaitu 

sebesar Rp 23.187.527.529,00 meliputi 511 atau 63,87 % nya dari 800 penyaluran dana 

bergulir sejak awal penyaluran Tahun 2000. Jumlah tersebut merupakan tunggakan pokok 

dana bergulir awal, hasil perguliran kembali dan keuntungan. 

Atas dana bergulir yang diserahkan ke Perusda berupa Aset Megumi senilai 

Rp10.165.562.513,00 telah diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah dikarenakan telah 

menjadi asset tidak produktif atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan Laporan Hasil 

Pemeriksaan BPK RI atas BUMD No LHP 85/HP/XIX/12/2013 Tanggal 23 Desember 

2013. 

      

 4.2.2 Investasi Permanen Rp   14.492.000.000,00 8.092.000.000,00  Rp 11.292.000.000,00 8.092.000.000,00 

 

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki 

secara berkelanjutan. Adapun Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah 

sebesar Rp14.492.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten 

Jembrana per 31-12-2013 PT. Bank BPD Bali. 

Penyertaan modal Pemkab Jembrana per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

No Uraian 

% 

Ke

pe

mil

ika

n 

Penyertaan Modal 

per 01/01/2013 

Penambahan / 

(Pengurangan)                           

Dalam Th 2013 

Penyertaan Modal 

per 31 Des 2013 

dengan penilaian 

berdasarkan 

Metode Ekuitas 

(SAP) 

( Rp ) (Rp) (Rp) 
1 PT.Bank BPD 

Bali 

1,78 11.092.000.000,00           3.000.000.000 14.092.000.000,00  

2 PDAM Tirta 

Amertha Jati 

100 6.766.935.156,58  (16.615.810.355,67) - 



51 

 

       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

3 Perusahaan 

Daerah 

Jembrana 

100 578.009.935,00  (1.385.575.190) - 

4 PT.Jamkrida 

Bali Mandara 

     

0,38 

200.000.000,00 200.0000.000 400.000.000,00 

               Jumlah   18.636.945.091,58  (14.801.385.545,67) 14.492.000.000,00  
 

 

Penyertaan Modal Saham pada PT BPD Bali Denpasar sebesar Rp14.092.000.000,00 

merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Bali sebanyak dua kali penyetoran modal yaitu sebesar 

Rp8.092.000.000,00 berdasarkan SK Bupati Nomor 1617/Keu/2006, tanggal 28 

Desember 2007, sebesar Rp.3.000.000.000,00 berdasarkan SK Bupati Nomor 28 Tahun 

2012 tanggal 8 Mei 2012 dan sebesar Rp.3.000.000.000,00 berdasarkan SK Bupati 

Nomor 288/KEU/2013 Tahun 2013 tanggal 15 April 2013. 

Penyertaan pada PDAM Tirta Amertha Jati sebesar Rp6.766.935.156,58 terdiri dari 

pengalihan penyertaan Pemerintah Pusat berdasarkan SK Menteri Keuangan No S-

1897/A/52/0597 Tanggal 5 Mei 1997 sebesar Rp6.689.895.156,58 dan sebesar 

Rp77.040.000,00 merupakan penyetoran modal Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada 

PDAM Tirta Amertha Jati. 

Adapun penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Jembrana pada tahun 2002 

sebesar Rp578.009.935,00 terdiri dari setoran modal Rp9.000.000,00 dan pengadaan 4 

(empat) buah kendaraan roda empat senilai Rp549.200.000,00 serta berupa karcis dari 

Bagian Pendapatan Setda Kabupaten Jembrana senilai Rp19.809.935,00.  

Selain penyertaan modal tersebut, Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana memperoleh 

hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana pada tahun 2008 Sebesar 

Rp2.300.000.000,00. 

Mengingat Penyertaan Modal atas PDAM Tirta Amerta Jati dan Perusahaan Daerah 

tersebut seluruhnya milik Pemkab Jembrana, maka penilaian atas penyertaan modal 

tersebut oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 tahun 2005) disyaratkan 

menggunakan metode ekuitas. 

Adapun besarnya rugi ditahan untuk PDAM Kabupaten Jembrana per 31 Desember 

2013 adalah sebesar (Rp23.382.745.512,25) sedangkan rugi ditahan Perusahaan Daerah 

Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2013 sebesar (Rp1.963.585.125,00). 

Dengan demikian maka berdasarkan metode ekuitas, nilai penyertaan pada PDAM 

Kabupaten Jembrana sebesar minus Rp16.615.810.355,67 (Rp6.766.935.156,58 – 

(100% x 23.382.745.512,25)), sedangkan untuk Perusda Kabupaten Jembrana sebesar 

minus Rp1.385.575.190,00 (Rp578.009.935,00 - (100% X 1.963.585.125,00)). Nilai  

 

penyertaan modal tersebut tidak disajikan negatif sehingga untuk PDAM Kabupaten 

Jembrana dan Perusda Kabupaten Jembrana nilai penyertaan modal yang disajikan 

adalah Rp0,00 (nihil). 

Penyertaan Modal Saham pada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp400.000.000,00 

merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada PT. Jamkrida Bali 

Mandara sebesar Rp200.000.000,00 berdasarkan SK Bupati Nomor 

454/Disperindagkop/2012, tanggal 24 September 2012 dan sebesar Rp200.000.000,00 

berdasarkan SK Bupati Nomor 514/DISPERINDAGKOP/2013, tanggal 10 September 

2013. 
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4.3 Aset Tetap Rp  1.321.899.383.867,00   Rp 1.195.001.966.834,00 

 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.321.899.383.867,00 dengan 

rincian; 

 -  Saldo Awal Aset Tetap Rp1.195.001.966.834,00 

 -  Mutasi Tambah Rp   237.672.292.056,00 

 -  Mutasi Kurang Rp    110.774.875.023,00 

 -  Saldo Akhir Per 31 Desember 2013 Rp1.321.899.383.867,00 

 Aset Tetap Terdiri dari : 

 

 4.3.1 Tanah    Rp 195.449.637.000,00  Rp 195.183.704.000,00 

   

Merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Jembrana per 31-12-2013 

dengan rincian sebagai berikut :           

Saldo Awal Tanah   Rp  195.183.704.000,00  

Penambahan 

- Belanja Modal    Rp         200.950.000,00  

- Reklas dari 

kelompok aset 

Gedung dan 

Bangunan    Rp           65.433.000,00 

- Mutasi Antar 

SKPD 

   Rp      2.635.929.000,00  

- Lain-lain  

(Kurang Catat)     Rp           48.900.000,00 

 Rp                     

48.900.000,00  

  Jumlah     Rp      2.951.212.000,00  

Pengurangan 

- Reklas ke 

kelompok aset 

lainnya     Rp            49.350.000,00 

- Mutasi ke SKPD 

Lain     Rp       2.635.929.000,00  

Jumlah                         Rp       2.685.279.000,00  

  Jumlah Total      Rp   195.449.637.000,00  

 

 

 

Transaksi Belanja Modal terjadi pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah 

Negara sejumlah 1 bidang tanah, luas 560 m2, harga perolehan 

Rp200.950.000,00. 

Transaksi Kurang Catat terjadi pada SKPD SDN 3 Dauhwaru sejumlah 1 bidang 

tanah, luas 500 m2, harga perolehan Rp. 38.750.000,00 dan di SKPD SDN 2 

Banyubiru sejumlah 1 bidang tanah, luas 290 m2, harga perolehan 
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Rp10.150.000,00.  

 4.3.2 Peralatan dan 

Mesin 

Rp164.995.854.849,00  Rp 161.153.877.463,00 

   

Merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 

Jembrana per 31-12-2013 sebesar Rp164.995.854.849,00 terdiri dari: 

  a) Alat-alat Berat Rp    5.973.930.000,00  Rp      5.217.835.000,00 

  b) Alat Angkutan Rp  30.884.403.476,00  Rp    32.488.364.651,00 

  c) Alat Bengkel  Rp    1.199.785.710,00  Rp      1.361.750.500,00 

  d) Alat Pertanian 

dan 

Peternakan 

Rp    1.165.551.785,00  Rp      1.964.215.125,00 

  e) Peralatan 

Kantor dan 

Rumah 

Tangga 

Rp  79.740.574.560,00  Rp    73.302.537.768,00 

  f) Alat Studio 

dan Alat 

komunikasi 

Rp    7.121.810.734,00  Rp      8.384.330.646,00 

  g) Alat Ukur Rp                         0.00  Rp                           0.00 

  h) Alat 

Kedokteran 

Rp  22.899.109.935,00  Rp    21.693.456.970,00 

  i) Alat 

Laboratorium 

Rp  15.858.778.849,00  Rp    16.721.541.803,00 

  j) Alat 

Keamanan 

Rp       151.909.800,00  Rp          19.845.000,00 

  Jumlah Rp164.995.854.849,00      Rp 161.153.877.463,00 

      

  Saldo Awal :   

Peralatan dan Mesin Rp 161.153.877.463,00  

Mutasi Tambah: 

- Alat-alat Besar Rp    2.073.462.000,00  

- Alat-alat Angkutan Rp    5.242.346.000,00  

- 

Alat Bengkel dan Alat 

Ukur Rp       469.184.578,00  

- Alat Pertanian Rp       226.393.000,00  

- Alat Kantor dan Rumah 

Tangga Rp  24.845.010.362,00  

 

- 

 

Alat Studio dan Alat 

Komunikasi  Rp    2.308.801.546,00  

- Alat Kedokteran Rp    2.457.979.935,00  

- Alat Laboratorium Rp    8.753.712.080,00  

- Alat-alat Keamanan Rp       141.789.800,00  

                     Total                      Rp   46.518.679.301,00  
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Penambahan aset peralatan mesin diuraikan sebagai berikut : 

 

- Barang Baru Tercatat 

(Kurang Catat) Rp     13.539.357.828,00  

- Penyesuaian Kode 

Barang Rp      3.430.607.457,00  

- Belanja Modal Rp     17.119.103.837,00  

- Belanja Barang dan 

Jasa Rp                                 -    

- Belanja Bantuan 

Operasional Sekolah 

(BOS) Rp       2.544.227.853,00  

- Mutasi Antar SKPD Rp       6.616.796.232,00  

- Lain-lain Rp          117.774.496,00  

- Reklas dari kelompok 

aset lain 

  - Gedung dan 

Bangunan Rp            58.105.000,00 

 - Jalan, Irigasi dan 

Bangunan Rp          117.732.000,00 

 - Aset lainnya Rp              5.993.000,00 

 - Antar kelompok 

barang peralatan dan 

mesin Rp       1.990.305.627,00 

- Belanja BOS kurang 

catat Rp          128.597.555,00 

- Mutasi dari SKPD 

lain kurang catat Rp          423.471.920,00 

- Koreksi atas transaksi 

penambahan Rp          337.042.000,00 

- Transaksi 

penambahan kurang 

catat lainnya Rp            89.564.496,00 

  Total Rp      46.518.679.301,00  

 

Mutasi Kurang: 

- Alat-alat Besar  Rp   1.317.367.000,00  

- Alat-alat Angkutan  Rp   6.846.307.175,00  

- Alat Bengkel dan Alat 

Ukur Rp       631.149.368,00  

 

- 

 

Alat Pertanian Rp     1.025.056.340,00  

- Alat Kantor dan 

Rumah Tangga Rp  18.406.973.570,00  

- Alat Studio dan Alat 

Komunikasi  Rp    3.571.321.458,00  

- Alat Kedokteran Rp    1.252.326.970,00  

- Alat Laboratorium Rp    9.616.475.034,00  
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- 
Alat-alat Keamanan 

 

Rp           9.725.000,00  

 Total Rp 42.676.701.915,00 

 
 

 Pengurangan aset diuraikan sebagai berikut : 

- Fisik Barang Tidak 

Ditemukan 

 Rp   3.298.463.144,00  

- Perbaikan Kode Barang  Rp    5.495.082.802,00  

- Reklas Ke Barang 

Rusak Berat – 

Inventarisasi Rp    4.312.880.033,00  

- Penghapusan Rp    3.398.522.800,00  

- Reklas ke kelompok 

aset lain 

 

  Gedung dan 

bangunan 

Rp           9.860.000,00 

  Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

Rp         21.850.900,00 

  Aset tetap lainnya Rp    1.095.659.983,00 

  Antar kelompok 

barang peralatan dan 

mesin 

Rp    1.990.305.627,00 

- Mutasi Antar SKPD Rp    6.616.796.232,00  

- Pengurangan Karena 

harga dibawah harga 

Kapitalisasi 

Rp    3.421.747.178,00  

- Reklas ke Barang 

Rusak Berat (Aset Lain 

– Lain) Rp    3.433.339.451,00  

- Reklas ke Barang 

Persediaan Rp         81.708.696,00  

- Reklas ke Barang yang 

akan diserahkan (Aset 

Lain – Lain) Rp       318.559.903,00  

- Lain – Lain Rp       214.977.750,00  

- Koreksi BPK : 

  - Penghapusan kurang 

catat Rp       455.762.000,00 

 - Mutasi ke SKPD lain 

kurang catat Rp       423.471.920,00 

 - Pengurangan karena 

kapitalisasi Rp         17.735.000,00 

 - Reklas ke aset rusak 

berat Rp    7.897.564.000,00 

 - Koreksi atas transaksi 

penambahan Rp         83.874.496,00 

 - Transaksi 

pengurangan kurang 

catat lainnya Rp         88.540.000,00 

                        Total                Rp 42.676.701.915,00 
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Transaksi penambahan lain - lain terdiri dari : 

   - Reklas dari barang rusak 

berat (aset lain - lain) 

Rp  22.204.496,00  

-

  

Penerimaan Hibah Rp  89.400.000,00  

 

- 

Koreksi atas laporan tahun 

2012 

 

Rp  6.170.000,00  

Transaksi pengurangan lain - lain terdiri dari : 

-

  

Reklas ke Aset Tak 

Berwujud Rp174.807.750,00  

-

  

Hibah ke Instansi Lain 

Rp  34.000.000,00  

-

  

Koreksi atas laporan tahun 

2012 Rp    6.170.000,00  

 

 

 4.3.3 Gedung dan 

Bangunan 

Rp535.368.306.652,00   Rp 467.109.120.028,00 

   

Merupakan Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten 

Jembrana per 31-12-2013 sebesar Rp 535.368.306.652,00 terdiri dari : 

  a) Bangunan 

Gedung 

Rp525.324.802.366,00  Rp 460.948.106.735,00 

  b) Bangunan 

Monumen 

Rp  10.043.504.286,00  Rp     6.161.013.293,00 

       

  Saldo Awal : 

Gedung dan Bangunan Rp 467.109.120.028,00  

Mutasi Tambah: 

- Bangunan Gedung 
Rp   94.397.647.541,00  

- Bangunan 

Monumen Rp    6.122.683.437,00  

- Konstruksi dalam 

pengerjaan  Rp  10.394.343.000,00 

 Total Rp110.914.673.978,00 

  

  

Mutasi Kurang: 

- Bangunan Gedung 
 Rp  40.415.294.910,00  

- Bangunan 

Monumen  Rp    2.240.192.444,00  

 Total Rp   42.655.487.354,00 

  
 

  
Total Gedung 

dan Bangunan  Rp535.368.306.652,00  
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       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

Saldo Awal 

- Gedung dan 

Bangunan 

Rp467.109.120.028,00  

                        

Penambahan                     

- Barang Baru Tercatat 

(Kurang Catat) 

Rp  11.763.859.892,00  

- Penyesuaian Kode 

Barang 

Rp       734.283.650,00  

- Belanja Modal Rp  60.577.516.099,00  

- Belanja Barang dan 

Jasa 

Rp       243.088.600,00  

- Belanja Bantuan 

Operasional Sekolah 

(BOS) 

Rp    1.276.585.200,00  

- Mutasi Antar SKPD Rp  24.286.888.302,00  

- Reklas dari kelompok 

aset peralatan dan 

mesin Rp           9.860.000,00 

- Reklas dari kelompok 

aset jalan, irigasi dan 

jaringan Rp       354.267.000,00 

- Reklas antar barang 

gedung dan bangunan  

Rp    1.067.981.000,00 

- Lain-lain Rp    3.291.783.000,00   

- Koreksi BPK :  

 - Mutasi dari SKPD 

Lain kurang catat 

Rp           6.900.000,00 

- Koreksi atas transaksi 

penambahan 

Rp         34.229.235,00 

- Transaksi 

penambahan kurang 

catat lainnya 

Rp    7.267.432.000,00 

 Total Rp110.914.673.978,00 

  

Pengurangan  

- Fisik Barang Tidak 

Ditemukan                                     

Rp       465.474.000,00 

- Perbaikan Kode Barang                                            Rp       686.980.000,00 

 

- 

 

Reklas Ke Barang 

Rusak Berat -

Inventarisasi                      

 

Rp    1.909.447.000,00 

- Penghapusan     Rp    1.865.217.635,00 

- Reklas dari kelompok 

aset tanah 

Rp        65.433.000,00 

- Reklas dari kelompok 

aset peralatan dan 

Rp        58.105.000,00 
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       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

mesin 

- 

 

 

Reklas dari kelompok 

aset jalan, irigasi dan 

jaringan 

Rp      641.817.800,00 

- Reklas dari kelompok 

aset tetap lainnya 

Rp          8.380.000,00 

- Reklas antar kelompok 

barang gedung dan 

bangunan 

Rp   1.067.981.000,00 

- Mutasi Antar SKPD                       Rp 24.286.888.301,00 

- Pengurangan karena 

harga dibawah harga 

kapitalisasi     

Rp        98.059.000,00           

- Reklas ke Barang 

Rusak  Berat     (Aset 

Lain-Lain)                           

Rp.     259.549.000,00        

- Reklas ke Barang   

Persediaan        

                                  - 

- Reklas ke Barang yang 

akan diserahkan (Aset 

Lain-Lain)        Rp.    1.697.964.382,00 

- Lain-lain Rp     6.785.793.000,00 

- Koreksi BPK :                                  

 - Penghapusan kurang 

catat Rp        965.931.000,00 

 - Mutasi ke SKPD lain 

kurang catat Rp          13.779.234,00 

 - Reklas ke aset rusak 

berat Rp     1.545.475.000,00 

 - Koreksi atas transaksi 

penambahan Rp          17.875.002,00 

 -Transaksi 

pengurangan kurang 

catat lainnya Rp       215.338.000,00 

 Total Rp  42.655.487.354,00 

   

  

Total gedung dan 

bangunan 

 

Rp535.368.306.652,00 

 

Keterangan: 

Transaksi penambahan lain-lain terdiri dari: 

-  Reklas dari barang 

rusak berat (aset lain-

lain) 

Rp    164.872.000,00 

-  Reklas dari Konstruksi 

dalam pengerjaan 

Rp 3.126.911.000,00 
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       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

 Transaksi pengurangan 

lain-lain terdiri dari: 

 

-  Reklas Ke Konstruksi 

dalam pengerjaan 

Rp 6.338.679.000,00 

-  Reklas Ke Aset Tak 

Berwujud 

Rp    447.114.000,00 

Bangunan yang tidak 

ditemukan terjadi pada 

SKPD: 

 

-  SMAN 1 Mendoyo Rp       45.122.000,00 

-  SDN 2 Penyaringan Rp         9.475.000,00 

-  SDN 3 Mendoyo Dauh 

Tukad 

Rp     129.978.000,00 

-  SDN 1 Pendem Rp       68.225.000,00 

-  Dinas Pertanian 

Perkebunan dan 

Peternakan  

Rp       34.673.000,00 

-  Dinas Kelautan 

Perikanan dan 

Kehutanan 

Rp     178.001.000,00 

 

Nilai Asset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 sebesar 

Rp530.818.000,00 sudah termasuk kapitalisasi aset dari belanja barang dan 

jasa sebesar Rp98.059.000,00. Selain itu terdapat Gedung Sekolah SDN 2 

Dangin Tukadaya senilai Rp96.767.000,00 berdiri di atas tanah milik pihak 

lain yang saat ini sedang dilakukan proses penyelesaian permasalahannya. 

 

 4.3.4 Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

Rp395.940.974.906,00  Rp342.278.928.098,00 

   

Merupakan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 

Jembrana per 31 Desember 2013 terdiri dari: 

  a) Jalan dan 

Jembatan 

Rp  328.685.965.333,00  Rp  282.772.264.125,00 

  b) Irigasi Rp    50.035.710.998,00  Rp    42.539.383.998,00 

  c) Instalasi Rp      1.075.374.100,00  Rp      2.362.187.100,00 

   

d) 

 

Jaringan 

 

Rp    16.143.924.475,00 

  

Rp    14.605.092.875,00 

  Jumlah Rp  395.940.974.906,00  Rp  342.278.928.098,00 

   

Nilai Asset Jalan, Irigasi dan jarigan per 31 Desember 2013 sebesar 

Rp395.940.974.906,00 sudah termasuk kapitalisasi aset dari belanja barang 

dan jasa sebesar Rp558.480.300,00 

 

Saldo Awal  
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       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

-  Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan 

Rp342.278.928.098,00 

Penambahan   

-  Penyesuaian Kode 

Barang 

Rp     1.521.173.000,00 

-  Belanja Modal Rp   61.685.539.200,00 

-  Mutasi Antar SKPD Rp        199.264.000,00 

-  Reklas dari 

kelompok aset 

peralatan dan mesin 

Rp          21.850.900,00 

-  Reklas dari 

kelompok aset 

gedung dan 

bangunan 

Rp       641.817.800,00 

- Koreksi BPK :  

 - Mutasi dari SKPD 

lain kurang catat 

Rp    1.486.496.000,00 

 Jumlah  Rp  65.556.140.900,00 

Pengurangan   

-  Fisik barang Tidak 

Ditemukan 
Rp             193.000,00 

-  Perbaikan Kode 

Barang 
Rp   1.620.373.000,00 

-  Penghapusan  Rp      526.666.792,00 

-  Reklas ke kelompok 

peralatan dan mesin 
Rp     117.732.000,00 

-  Reklas ke kelompok 

gedung dan 

bangunan 
Rp      354.267.000,00 

-  Mutasi Antar SKPD Rp      199.264.000,00 

-  Pengurangan 

Karena harga di 

bawah harga 

Kapitalisasi 
Rp      558.480.300,00 

-  Reklas ke Barang 

Persediaan 
Rp             500.000,00 

-  Reklas ke Barang 

yang akan 

diserahkan (Aset 

Lain-Lain) 
Rp    7.030.122.000,00 
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       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

‘

- 

Mutasi ke SKPD 

lain kurang catat 

Rp    1.486.496.000,00 

 Jumlah  Rp  11.894.094.092,00 

 Jumlah Jalan, 

Irigasi dan 

Jaringan 

Rp395.940.974.906,00 

Transaksi Fisik barang tidak ditemukan terjadi pada Kelurahan Dauhwaru      

berupa aset jaringan dengan nilai Rp193.000,00. 

 

 4.3.5 Aset Tetap 

Lainnya 

Rp  22.018.828.460,00  Rp  17.310.229.245,00 

  
Merupakan Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten 

Jembrana per 31 Desember 2013, sebesar Rp22.018.828.460,00 terdiri dari: 

  a) Buku/Perpusta

kaan 

Rp14.699.869.578,00  Rp   10.384.407.895,00 

  b) Barang Corak 

Seni dan 

Budaya 

Rp  3.656.830.882,00  Rp     2.118.318.350,00 

  c) Hewan Ternak 

dan Tanaman 

Rp  3.662.128.000,00  Rp     4.807.503.000,00 

  Jumlah Rp22.018.828.460,00  Rp  17.310.229.245,00 

   

Saldo Awal   

 Aset Tetap Lainnya Rp 17.310.229.245,00 

Mutasi Tambah:  

-  Buku/Perpustakaan Rp   6.658.872.129,00 

-  Barang Bercorak 

Kesenian/Kebudaya

an 

Rp   3.082.619.058,00 

 

-  Hewan/Tanaman Rp      916.820.000,00 

  Rp 10.658.311.187,00 

Mutasi Kurang:  

-  Buku/Perpustakaan Rp.   2.343.410.446,00 

-  Barang Bercorak 

Kesenian/Kebudaya

an 

Rp.   1.544.106.526,00 

-  Hewan/Tanaman Rp.   2.062.195.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



62 

 

       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

  Rp.   5.949.711.972,00 

 Jumlah Rp22.018.828.460,00 

Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kab. Jembrana periode 1 Januari 2012 

s.d. 31 Desember 2013, terinci sebagai berikut: 

 

Saldo Awal 

 Aset tetap lainnya Rp 17.310.229.245,00 

Penambahan 

- Barang baru tercatat 

(kurang catat) 

Rp   2.083.566.824,00 

- Penyesuaian kode 

barang 

Rp   2.428.043.695,00 

 

- Belanja modal Rp   2.611.586.890,00 

- Belanja Barang dan 

Jasa 

Rp - 

- Belanja Bantuan 

Operasional Sekolah 

(BOS) 

Rp     404.516.027,00 

- Mutasi antar SKPD Rp     738.694.768,00 

- Reklas dari kelompok 

aset lain :  

 - Tanah RP       49.350.000,00 

 - Peralatan dan mesin Rp   1.095.659.983,00 

 -Gedung dan 

Bangunan Rp         8.380.000,00 

 - Aset lainnya Rp     362.777.000,00 

- Lain-lain Rp       11.784.000,00 

- Koreksi BPK :  

 - Belanja BOS kurang 

catat Rp         6.832.000,00 

  

 

- Koreksi atas 

transaksi penambahan Rp     857.120.000,00 

 Jumlah Rp10.658.311.187,00 

   

Pengurangan  

- Fisik barang tidak 

ditemukan 

Rp    230.645.046,00 

 

- Perbaikan kode barang Rp    311.672.000,00 

- Reklas ke barang 

rusak berat-

inventarisasi 

Rp      27.196.500,00 

- Penghapusan Rp 2.042.395.000,00 
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       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

- Mutasi antar SKPD Rp    738.694.768,00 

- Pengurangan karena 

harga dibawah 

kapitalisasi 

Rp    588.777.581,00 

- Reklas ke barang 

rusak berat(aset lain-

lain) 

Rp - 

- Reklas ke barang 

persediaan 

Rp        6.400.000,00 

- Reklas ke barang yang 

akan diserahkan(aset 

lain-lain) 

Rp        6.970.077,00 

- Lain-lain Rp 1.826.086.000,00 

- Koreksi BPK :  

 - Pengurangan karena 

kapitalisasi 

Rp       3.257.000,00 

 - Reklas aset tak 

berwujud 

Rp   167.618.000,00 

             Jumlah Rp 5.949.711.972,00 

   

 Total aset tetap 

lainnya 

Rp22.018.828.460,00 

 

Keterangan : 

Transaksi penambahan lain-lain karena terdapat hibah dari instansi lain 

sebesar Rp11.784.000,00 dan pengurangan lain-lain karena adanya reklas ke 

aset tak berwujud sebesar Rp1.826.086.000,00. 

 

Nilai Asset Tetap lainnya per 31 Desember 2013 sebesar 

Rp395.940.974.906,00 sudah termasuk kapitalisasi aset dari belanja barang 

dan jasa sebesar Rp588.777.581,00 

 

 

 

  

4.3.6 

 

Konstruksi dalam 

Pengerjaan 

 

Rp  8.125.782.000,00 

  

Rp   11.966.108.000,00 

   

Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp8.125.782.000,00 merupakan 

bangunan yang sampai dengan  31 Desember 2013 belum selesai 

pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan. 

Saldo awal                                  Rp11.966.108.000,00 

Penambahan: 

- Perencanaan Teknik 

Interior dan Exterior 

Rumah Jabatan Wakil 

Bupati 

Rp.      39.935.000,00 



64 

 

       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

- Pemb. Rumah Jabatan 

Wakil Bupati Jemb. 

Tahap II 

Rp.    939.352.000,00 

- Biaya Pengawasan 

Kegiatan 

Rp.      23.000.000,00 

- Pembangunan Gedung 

Kantor Lurah Banjar 

Tengah Tahap II 

Rp.    506.763.000,00 

- Pembangunan Gedung 

Kantor Lurah Lelateng 

Tahap I 

Rp.    621.188.000,00 

- Biaya Perencanaan 

Gedung Kantor Lurah 

Baler Bale Agung 

Rp.     49.648.000,00 

- Pembangunan Pagar 

Kantor Lurah Lelateng 

Rp.    189.027.000,00 

- Pembuatan Pagar Besi 

Pengaman Kantor 

Lurah Br. Tengah  

Rp.      69.834.000,00 

- Pembangunan R. Rawat 

Inap Gedung Pasca 

Nifas Tahap I 

Rp  1.949.966.000,00 

- Pembangunan R. Rawat 

Inap Gedung Interna 

Tahap I  

Rp  1.949.966.000,00 

- Pembangunan rumah 

Jabatan Wakil Bupati 

Tahap I 

Rp     880.140.000,00 

- Pembangunan Gedung 

Kantor Lurah Banjar 

Tengah 

Rp     602.526.000,00 

- Perencanaan 

Revitalisasi Pasar 

Gilimanuk 

Rp       44.577.000,00 

- Perencanaan 

Revitalisasi Pasar 

Rp       44.522.000,00 

 

 

- Biaya perencanaan 

pembangunan pasar 

umum Negara 

 

Rp     215.338.000,00 

 

        Total                                   Rp8.125.782.000,00 

 

4.4 Aset Lainnya Rp  67.341.442.832,00  Rp   39.399.333.087,00 

 Aset lainnya terdiri atas: 

 

 4.4.1 Tagihan Tuntutan 

Ganti Kerugian 

Daerah 

Rp           6.932.500,00  Rp       6.932.500,00 
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       31 Desember 2013  31 Desember 2012 

  
Merupakan saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terdiri dari: 

  a) Tuntutan 

Perbendaharan 

Rp           6.932.500,00  Rp       6.932.500,00 

   Merupakan saldo tuntutan perbendaharaan atas kerugian kekayaan per 

31-12-2013 kepada Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 orang PNS selaku 

Bendahara Pengeluaran. Atas hal tersebut belum ada dokumen 

SKTJMnya. 

 

 4.4.2 Asset tak berwujud Rp    6.861.898.250,00  Rp     4.246.272.500,00 

   

Merupakan saldo Aset tak berwujud per 31 Desember 2013 sebesar 

Rp6.861.898.250,00  

  

 4.4.3 Aset Lain-lain Rp  60.472.612.082,00    Rp35.146.128.087,00 

   

Merupakan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar 

Rp60.472.612.082,00  

   

5. Kewajiban 

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

 

 31 Desember 2013  31 Desember 2012 

5.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp2.023.730.035,15  Rp 955.877.588,01 

 

Kewajiban per 31 Desember 2013 terdiri dari: 

5.1.1 Pendapatan Sewa Diterima 

dimuka 

Rp                 0,00  Rp 347.771.708,70 

5.1.2 Utang jangka pendek lainnya Rp2.023.730.035,15  Rp608.105.879,31 

 Merupakan saldo utang jangka pendek lainnya per 31-12-2013 yang terdiri dari: 

 1) Utang Kepada PMI-RSUD Rp     30.000.000,00  Rp                   0,00 

 2)      Utang Jasa Pelayanan Rp   430.402.531,00  Rp                  0,00 

 3)      Utang Bagi Hasil Pajak 

Provinsi 

Rp                     0,00  Rp   19.622.420,86 

  

4)      

 

Utang Cost Sharing JKBM 

 

Rp1.551.112.504,15 

  

Rp 588.483.458,45 

 5) Utang Pelayanan Kesehatan 

Mata 

Rp     12.215.000,00  Rp                  0,00 

 Jumlah Rp2.023.730.035,15  Rp 608.105.879,31 

 

6. Ekuitas 

 31 Desember 2013  31 Desember 2012 

Ekuitas Dana Rp1.550.320.536.887,00  Rp1.215.292.656.806,88 

Ekuitas Dana terdiri atas: 

6.1 Ekuitas Dana Lancar Rp   139.136.429.823,90  Rp   85.555.174.788,20 
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 31 Desember 2013  31 Desember 2012 

 Merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Jembrana yang bersifat lancar, 

yang merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban 

lancar / kewajiban jangka pendek, yang terdiri dari: 

 6.1.1 Sisa Lebih 

Pembiayaan 

Anggaran 

(SILPA) 

Rp        84.863.986.189,78  Rp 61.063.989.381,99 

 6.1.2 Pendapatan yang 

Ditangguh-kan 

Rp 0,00  Rp 3.236.000,00 

 6.1.3 Cadangan 

Piutang 

Rp 49.428.039.075,27  Rp 18.242.994.502,59 

 6.1.4 Cadangan 

Persediaan 

 

Rp 6.868.134.594,00  Rp 7.200.832.491,63 

 6.1.5 Dana yang Harus 

Disediakan untuk 

membayar utang 

jangka pendek 

(Rp        1.551.112.504,15)  (Rp 347.771.708,70) 

 6.1.6 Dana yang Harus 

Disediakan untuk 

membayar utang 

jangka pendek 

lainnya 

(Rp           472.617.531,00)          (Rp        608.105.879,31)         

 Jumlah Rp     139.136.429.823,90  Rp    85.555.174.788,20 

     

 

6.2 

 

Ekuitas Dana Yang 

Diinves-tasikan 

 

Rp 1.411.184.107.063,10 

  

Rp 1.253.144.580.285,10 

 

 Merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diinvestasikan, 

yang merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap, aset 

lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang, yang terdiri dari: 

 6.2.1 Diinvestasikan 

dalam Investasi 

Jangka Panjang 

Rp 21.943.280.364,10  Rp 18.743.280.364,10 

  

 

6.2.2 

 

 

Diinvestasikan 

dalam  Aset 

Tetap 

 

 

Rp 1.321.899.383.867,00 

  

 

Rp 1.195.001.966.834,00 

 6.2.3 Diinvestasikan 

dalam Aset 

Lainnya 

Rp 67.341.442.832,00  Rp 39.399.333.087,00 

 Jumlah Rp 1.411.184.107.063,10     Rp   1.253.144.580.285,10 

6.3 Ekuitas Dana 

Cadangan 

Rp                              0,00  Rp                           0,00 
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7. Laporan arus kas  

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 

periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset 

nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran. 

Komponen-komponen laporan arus kas terdiri atas: 

7.a  Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Jembrana selama 

tahun 2013. 

7.a.1)  Arus kas masuk                                       Rp745.302.812.511,84 

Terdiri dari : 

URAIAN JUMLAH (Rp) 

7.a.1).a) Pajak  Daerah  22.069.529.710,50 

7.a.1).b) Retribusi Daerah  7.905.025.746,40 

7.a.1).c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan 

 3.937.071.653,32 

7.a.1).d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  34.541.685.305,84 

7.a.1).e) Dana  Bagi hasil pajak  20.722.384.958,00 

7.a.1).f) Bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam  789.322.117,00 

7.a.1).g) Dana alokasi umum    450.919.726.000,00 

7.a.1).h) Dana alokasi khusus  45.403.270.000,00 

7.a.1).i) Dana Penyesuaian  70.517.727.000,00 

7.a.1).j) Dana bagi hasil pajak dari provinsi  86.699.592.888,78 

7.a.1).k) Dana Bagi Hasil Pajak  dari 

Kabupaten/Kota 

 0,00 

7.a.1).l) Pendapatan lainnya  1.797.477.132,00 

 Jumlah Arus kas masuk   745.302.812.511,84 

 

7.a.2) Arus kas keluar                   Rp575.974.977.503,05  

Terdiri dari: 

URAIAN JUMLAH (Rp) 

7.a.2).a) Belanja pegawai  386.346.817.723,00 

7.a.2).b) Belanja barang dan jasa  111.791.644.014,25 

7.a.2).c) Belanja hibah  24.553.457.420,00 
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7.a.2).d) Belanja Bantuan sosial  8.035.027.172,00 

7.a.2).e) Belanja Tidak terduga  19.622.420,86 

7.a.2).f) Belanja bagi hasil pajak  7.667.195.554,07 

7.a.2).g) Belanja bagi hasil retribusi  861.092.485,00 

7.a.2).h) Belanja Bagi hasil Lainnya  36.700.120.713,87 

 Jumlah arus kas keluar   575.974.977.503,05 

 

7.a.3) Arus kas bersih dari aktivitas  operasi                Rp169.327.835.008,79 

Merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas 

operasi 

7.b. Arus kas dari Aktivitas investasi aset non keuangan 

Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas investasi aset 

nonkeuangan pemerintah kabupaten jembrana tahun 2013. 

Arus kas dari aktivitas investasi asset nonkeuangan mencerminkan penerimaan 

dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber 

daya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan  

pemerintah Kabupaten Jembrana kepada masyarakat di masa yang akan datang. 

7.b.1) Arus Masuk Kas                                    Rp32.170.000,00 

Merupakan arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan 

yang berupa Pendapatan dari penjualan atas Gedung dan Bangunan.  

7.b.2) Arus Keluar Kas                                     Rp142.563.466.026,00 

 

 

 

 

 

Terdiri dari: 

URAIAN JUMLAH (Rp) 

7.b.2).a) Belanja tanah  200.950.000,00 

7.b.2).b) Belanja peralatan dan mesin  17.119.103.837,00 

7.b.2).c) Belanja gedung dan bangunan  60.577.516.099,00 

7.b.2).d) Belanja jalan, irigasi dan jaringan  61.685.539.200,00 

7.b.2).e) Belanja Asset tetap lainnya  2.611.586.890,00 

7.b.2).f) Belanja aset lainnya  368.770.000,00 
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 Jumlah arus kas keluar   142.563.466.026,00      

          

7.b.3)  Arus Kas Bersih dari Aktivitas                 ( Rp 142.531.296.026,00) 

Investasi nonkeuangan  

Merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas 

aktivitas investasi aset nonkeuangan. 

7.c  Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan 

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencakup seluruh penerimaan dan 

pengeluaran kas dari aktivitas pembiayaan yang dalam penganggaran 

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan 

surplus anggaran. 

7.c.1)  Arus kas masuk               Rp5.403.457.825,00 

Terdiri dari: 

URAIAN JUMLAH (Rp) 

7.c.1).a) Penerimaan dana talangan  5.200.000.000,00 

7.c.1).b) Dana bergulir  203.457.825,00 

 Jumlah arus kas masuk  5.403.457.825,00      

 

7.c.2)  Arus kas keluar                Rp8.400.000.000,00 

      Terdiri dari : 

URAIAN JUMLAH (Rp) 

7.c.2).a) Penyertaan modal (investasi) 

Pemerintah Daerah 

 3.200.000.000,00 

7.c.2).b) Dana bergulir  5.200.000.000,00 

 Jumlah arus kas masuk  8.400.000.000,00      

7.c.3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan  (Rp2.996.542.175,00) 

Merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas 

aktivitas pembiayaan 

7.d Arus kas dari aktivitas nonanggaran 

Arus Kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja 

dan pembiayaan pemerintah. 

7.d.1) Arus Masuk Kas                      Rp58.919.231.781,00                                   

Merupakan arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran yang berasal dari 

penerimaan kas dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Yang termasuk 

dalam PFK antara lain pungutan PPh dan PPN. 

7.d.2) Arus Keluar Kas                         Rp58.919.231.781,00       
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Merupakan aliran kas keluar dari aktivitas nonanggaran untuk 

menyajikan pengeluaran kas untuk penyetoran PFK kepada pihak yang 

berhak. 

7.e Kenaikan/Penurunan kas 

Dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Jembrana selama tahun anggaran 2013 

mengalami (penurunan) kas sebesar Rp23.799.996.807,79  yang terdiri dari: 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 Kenaikan (penurunan) kas dari aktivitas operasi 169.327.835.008,79 

2 Kenaikan (penurunan) kas dari aktivitas investasi 

aset  Non Keuangan 

(142.531.296.026,00) 

3 Kenaikan/(penurunan) kas dari aktivitas 

pembiayaan 

(2.996.542.175,00) 

4 Kenaikan/(penurunan)kas dari aktivitas non 

anggaran 

- 

 Kenaikan/(penurunan) kas 23.799.996.807,79 

 

7.f Saldo Akhir kas 

Berdasarkan laporan arus kas tahun 2013 saldo akhir kas per 31 Desember 

2013, Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah sebesar 84.863.986.189,78  yang 

terdiri dari : 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 

2 

3 

4 

Saldo Akhir Kas di BUD/ Kas Daerah 

Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas 

Saldo Akhir Kas di BLUD RSU Negara 

Saldo Akhir Kas di Pengelola Dana Bergulir 

79.733.495.799,70 

1.289.881.069,11 

2.631.606.164,95 

1.209.003.156,02 

Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2013        84.863.986.189,78  

 

 

BAB VI 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 

 

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi Kabupaten Jembrana 

Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana sejumlah 40 Unit .  

2. Dari Investasi non permanen dana bergulir diragukan tertagih sebesar 

Rp13.316.527.863,00 diantaranya terdapat dana bergulir kepada Perusahaan 

daerah Kabupaten Jembrana Unit Usaha AMDK Megumi dengan nilai sebesar 
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Rp7.751.354.013,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 

414.2/260.1/Disperindagkop tanggal 23 Pebruari Tahun 2005 diperpanjang 

masa/waktu pengembaliannya dari semula 6 Tahun sejak tanggal 14 Pebruari 

2005 menjadi 12 tahun yaitu berakhir di Tahun 2017.  
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Gambaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 

secara lebih rinci kami sajikan dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013, Laporan 

Arus Kas Tahun 2013 dan Neraca Daerah per 31 Desember 2013. 

Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2013 (SiLPA) adalah sebesar Rp84.863.986.189,78 yang terdiri dari : 

1. Sisa Anggaran pendapatan daerah sebesar               Rp   4.338.534.187,85 

2. Sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp 79.316.448.845,91 

a. Sisa anggaran belanja pegawai Rp 45.309.367.683,48 

b. Sisa anggaran belanja barang dan jasa Rp 13.008.837.714,08 

c. Sisa anggaran belanja hibah Rp   5.137.307.284,17 

d. Sisa Anggaran belanja bantuan sosial Rp      321.297.828,00 

e. Sisa anggaran belanja modal Rp 10.711.725.250,04  

f. Sisa anggaran belanja tidak terduga Rp 280.377.579,14 

g. Sisa anggaran belanja transfer sebesar Rp   4.547.535.507,00 

3. Pembiayaan netto sebesar  Rp 1.209.003.156,02 

SiLPA sebesar Rp84.863.986.189,78 sudah termasuk SiLPA dari BLUD RSUD 

sebesar Rp2.631.606.164,95, BLUD Puskesmas sebesar Rp1.289.881.069,11, SiLPA dari 

Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp1.209.003.156,02, Silpa dari dana DAK 

Rp6.357.625.599,00, dan SiLPA dana Tunjangan Penghasilan Guru sebesar 

Rp12.732.135.640. Dari SiLPA tersebut telah dipergunakan untuk menutup defisit APBD 

Tahun 2014 sebesar Rp32.026.408.983,38 dan akan dipergunakan untuk BLUD RSUD 

sebesar Rp2.631.606.164,95, BLUD Puskesmas sebesar Rp1.289.881.069,11, Kegiatan 

DAK sebesar 6.357.625.599,00, Pembayaran Tunjangan Penghasilan Guru sebesar 

Rp12.732.135.640,00 dan sebesar Rp1.209.003.156,02 dipergunakan untuk pengelolaan 

Dana Bergulir, sehingga sisanya sebesar Rp28.617.325.577,32 akan dipergunakan pada 

perubahan APBD 2014. 

Demikian gambaran atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah 

Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 yang dapat kami sampaikan untuk mendapat 

pembahasan dan persetujuan bersama dari Anggota DPRD yang terhormat serta 

senantiasa dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menetapkan strategi dan prioritas 

pembangunan daerah di Kabupaten Jembrana. 
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BUPATI  JEMBRANA 
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LRA PP 24 2013 



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Nomor

Urut
Uraian

Jumlah ( Rp ) Bertambah / ( Berkurang )

( Rp ) %

1 2 3 4 5 6 7

Anggaran Setelah
Perubahan 2013 Realisasi 2013

Realisasi 2012

BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2010 ( SAP )

1 PENDAPATAN 740.996.448.323,99 745.334.982.511,84 4.338.534.187,85 100,58 651.398.304.034,94

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 63.525.477.340,13 68.485.482.416,06 4.960.005.075,93 107,80 46.470.110.900,58

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 19.215.225.000,00 22.069.529.710,50 2.854.304.710,50 114,85 11.043.396.183,00

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 8.685.924.850,00 7.905.025.746,40 (    780.899.103,60) 91,00 6.750.577.625,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan

3.937.000.000,00 3.937.071.653,32 71.653,32 100,00 2.853.010.557,29

1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
sah

31.687.327.490,13 34.573.855.305,84 2.886.527.815,71 109,10 25.823.126.535,29

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 674.347.088.983,86 675.052.022.963,78 704.933.979,92 100,10 595.969.505.741,16

1.2.1 TRANSFER  PEMERINTAH  PUSAT -
DANA PERIMBANGAN

518.352.066.072,03 517.834.703.075,00 (    517.362.997,03) 99,90 464.324.549.206,00

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 21.333.440.957,00 20.722.384.958,00 (    611.055.999,00) 97,13 27.047.873.987,00

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( Sumber
Daya Alam )

695.629.115,03 789.322.117,00 93.693.001,97 113,46 343.986.219,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 450.919.726.000,00 450.919.726.000,00 - 100,00 396.762.339.000,00

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 45.403.270.000,00 45.403.270.000,00 - 100,00 40.170.350.000,00

1.2.2 TRANSFER  PEMERINTAH  PUSAT  -
LAINNYA

70.517.727.000,00 70.517.727.000,00 - 100,00 51.680.144.000,00

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 70.517.727.000,00 70.517.727.000,00 - 100,00 51.680.144.000,00

1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

85.477.295.911,83 86.699.592.888,78 1.222.296.976,95 101,42 79.964.812.535,16

1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 85.477.295.911,83 86.699.592.888,78 1.222.296.976,95 101,42 79.964.812.535,16

1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH 3.123.882.000,00 1.797.477.132,00 (  1.326.404.868,00) 57,53 8.958.687.393,20

1.3.3 Pendapatan Lainnya 3.123.882.000,00 1.797.477.132,00 (  1.326.404.868,00) 57,53 8.958.687.393,20

JUMLAH 740.996.448.323,99 745.334.982.511,84 4.338.534.187,85 100,58 651.398.304.034,94

2 BELANJA 797.854.892.374,96 718.538.443.529,05 ( 79.316.448.845,91) 90,05 664.723.059.684,62

2.1 BELANJA OPERASI 594.503.756.838,98 530.726.946.329,25 ( 63.776.810.509,73) 89,27 494.875.741.652,90



Nomor

Urut
Uraian

Jumlah ( Rp ) Bertambah / ( Berkurang )

( Rp ) %

1 2 3 4 5 6 7

Anggaran Setelah
Perubahan 2013 Realisasi 2013

Realisasi 2012

2.1.1 Belanja Pegawai 431.656.185.406,48 386.346.817.723,00 ( 45.309.367.683,48) 89,50 363.957.261.515,00

2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa 124.800.481.728,33 111.791.644.014,25 ( 13.008.837.714,08) 89,57 107.264.780.137,00

2.1.3 Belanja Bunga - - - - 23.593.700.000,00

2.1.5 Belanja Hibah 29.690.764.704,17 24.553.457.420,00 (  5.137.307.284,17) 82,69 23.593.700.000,00

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 8.356.325.000,00 8.035.027.172,00 (    321.297.828,00) 96,15 60.000.000,00

2.2 BELANJA MODAL 153.275.191.276,04 142.563.466.026,00 ( 10.711.725.250,04) 93,01 134.613.774.034,00

2.2.1 Belanja Tanah 1.288.800.000,00 200.950.000,00 (  1.087.850.000,00) 15,59 1.120.000.000,00

2.2.2 Belanja Peralatan Dan Mesin 19.267.464.410,23 17.119.103.837,00 (  2.148.360.573,23) 88,84 27.742.624.707,00

2.2.3 Belanja Gedung Dan Bangunan 64.326.781.847,00 60.577.516.099,00 (  3.749.265.748,00) 94,17 48.166.187.600,00

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan 65.236.543.387,81 61.685.539.200,00 (  3.551.004.187,81) 94,55 49.610.753.373,00

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.772.495.793,00 2.611.586.890,00 (    160.908.903,00) 94,19 7.470.462.354,00

2.2.6 Belanja Aset Lainnya 383.105.838,00 368.770.000,00 (     14.335.838,00) 96,25 503.746.000,00

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 300.000.000,00 19.622.420,86 (    280.377.579,14) 6,54 86.027.750,00

2.3.1 Belanja Tidak Terduga 300.000.000,00 19.622.420,86 (    280.377.579,14) 6,54 86.027.750,00

JUMLAH 748.078.948.115,02 673.310.034.776,11 ( 74.768.913.338,91) 90,00 629.575.543.436,90

2.4 TRANSFER 49.775.944.259,94 45.228.408.752,94 (  4.547.535.507,00) 90,86 35.147.516.247,72

2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 49.775.944.259,94 45.228.408.752,94 (  4.547.535.507,00) 90,86 35.147.516.247,72

2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 7.667.195.554,07 7.667.195.554,07 - 100,00 7.888.318.627,82

2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 861.092.485,00 861.092.485,00 - 100,00 -

2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 41.247.656.220,87 36.700.120.713,87 (  4.547.535.507,00) 88,97 27.259.197.619,90

SURPLUS / ( DEFISIT ) ( 56.858.444.050,97) 26.796.538.982,79 83.654.983.033,76 (             47,12) ( 13.324.755.649,68)

3 PEMBIAYAAN 56.858.444.050,97 58.067.447.206,99 1.209.003.156,02 102,12 74.388.745.031,67

3.1 PENERIMAAN DAERAH 66.326.883.156,99 66.467.447.206,99 140.564.050,00 100,21 82.588.745.031,67

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA)

61.063.989.381,99 61.063.989.381,99 - 100,00 77.283.939.331,67

3.1.7 Penerimaan Dana Talangan 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 - 100,00 5.000.000.000,00

3.1.8 Dana Bergulir 62.893.775,00 203.457.825,00 140.564.050,00 323,49 304.805.700,00

JUMLAH 66.326.883.156,99 66.467.447.206,99 140.564.050,00 100,21 82.588.745.031,67



Nomor

Urut
Uraian

Jumlah ( Rp ) Bertambah / ( Berkurang )

( Rp ) %

1 2 3 4 5 6 7

Anggaran Setelah
Perubahan 2013 Realisasi 2013

Realisasi 2012

3.2 PENGELUARAN DAERAH 9.468.439.106,02 8.400.000.000,00 (  1.068.439.106,02) 88,71 8.200.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah
Daerah

3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 - 100,00 3.200.000.000,00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.068.439.106,02 - (  1.068.439.106,02) 0,00 -

3.2.5 Pengeluaran Dana Talangan 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 - 100,00 5.000.000.000,00

JUMLAH 9.468.439.106,02 8.400.000.000,00 (  1.068.439.106,02) 88,71 8.200.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 56.858.444.050,97 58.067.447.206,99 1.209.003.156,02 102,12 74.388.745.031,67

3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (
SILPA )

- 84.863.986.189,78 84.863.986.189,78 ~ 61.063.989.381,99

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA_____________



 
 

NERACA PP 24 2013 



Uraian
 Jumlah

Halaman: 1

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
NERACA

BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2010 ( SAP )

2013 2012

ASET

ASET LANCAR

79.733.495.799,70Kas di Kas Daerah 58.872.048.048,94

1.289.881.069,11Kas di BLU Puskesmas 879.436.692,17

2.631.606.164,95Kas di BLU RSU Negara 310.195.309,86

1.209.003.156,02Kas di Pengelolaan Dana Bergulir 1.005.545.331,02

26.965.626.286,59Piutang Pajak 189.681.700,00

170.970.729,00Piutang Retribusi 101.624.850,00

2.091.493.697,92Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 1.603.666.551,69

24.248.986.095,10Piutang Lainnya 16.348.021.400,90

(      4.049.037.733,34)Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0,00

6.868.134.594,00Persediaan 7.200.832.491,63

Jumlah Aset Lancar 141.160.159.859,05 86.511.052.376,21

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen

20.767.808.227,10Investasi Non Permanen - Dana Bergulir 20.767.808.227,10

(     13.316.527.863,00)Investasi Non Permanen - Dana Bergulir Duragujan Tertagih (     13.316.527.863,00)

Jumlah Investasi Nonpermanen 7.451.280.364,10 7.451.280.364,10

Investasi Permanen

14.092.000.000,00Penyertaan Modal pada PT. Bank BPD Bali 11.092.000.000,00

400.000.000,00Penyertaan Modal Pada PT.Jamkrida Bali Mandara 200.000.000,00

Jumlah Investasi Permanen 14.492.000.000,00 11.292.000.000,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang 21.943.280.364,10 18.743.280.364,10

ASET TETAP



Uraian
 Jumlah

Halaman: 2

2013 2012

195.449.637.000,00Tanah 195.183.704.000,00

164.995.854.849,00Peralatan dan Mesin 161.153.877.463,00

535.368.306.652,00Gedung dan Bangunan 467.109.120.028,00

395.940.974.906,00Jalan, Irigasi, dan Jaringan 342.278.928.098,00

22.018.828.460,00Aset Tetap Lainnya 17.310.229.245,00

8.125.782.000,00Konstruksi dalam Pengerjaan 11.966.108.000,00

Jumlah Aset Tetap 1.321.899.383.867,00 1.195.001.966.834,00

DANA CADANGAN

Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00

ASET LAINNYA

6.932.500,00Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 6.932.500,00

6.861.898.250,00Aset Tak Berwujud 4.246.272.500,00

60.472.612.082,00Aset Lain-lain 35.146.128.087,00

Jumlah Aset Lainnya 67.341.442.832,00 39.399.333.087,00

JUMLAH ASET 1.552.344.266.922,15 1.339.655.632.661,31

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.023.730.035,15Utang Jangka Pendek Lainnya 955.877.588,01

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.023.730.035,15 955.877.588,01

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 2.023.730.035,15 955.877.588,01

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

84.863.986.189,78Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 61.063.989.381,99

0,00Pendapatan yang Ditangguhkan 3.236.000,00



Uraian
 Jumlah

Halaman: 3

2013 2012

49.428.039.075,27Cadangan Piutang 18.242.994.502,59

6.868.134.594,00Cadangan Persediaan 7.200.832.491,63

(      1.551.112.504,15)Dana yang Harus Disediakan untuk membayar Hutang Jangka Pendek (        347.771.708,70)

(        472.617.531,00)Dana yang Harus Disediakan untuk membayar Hutang Jangka Pendek
Lainnya

(        608.105.879,31)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 139.136.429.823,90 85.555.174.788,20

EKUITAS DANA INVESTASI

21.943.280.364,10Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 18.743.280.364,10

1.321.899.383.867,00Diinvestasikan dalam  Aset Tetap 1.195.001.966.834,00

67.341.442.832,00Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 39.399.333.087,00

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1.411.184.107.063,10 1.253.144.580.285,10

EKUITAS DANA CADANGAN

Jumlah Ekuitas dana Cadangan 0,00 0,00

JUMLAH EKUITAS DANA 1.550.320.536.887,00 1.338.699.755.073,30

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.552.344.266.922,15 1.339.655.632.661,31

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

BUPATI JEMBRANA,


